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Abstrak 

 

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengkaji Penerapan Pengampunan Pajak  

Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup Dalam Perspektif Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2016 Dan Siyasah Maliyah  Tax-Amnesty adalah 

penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi 

perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap 

Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaiman diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), dan terdiri 

dari tiga (3) periode pelaksanaan. Informasi mengenai pengumuman Tax-

Amnesty merupakan sinyal adanya berita baik bagi investor,  

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini berfokus 

kepada data primer sebagai temuan di lapangan. Kemudian, dengan data 

primer tersebut diolah dan dianalisa bersamaan dengan data sekunder. 

Pendekatan penelitian yang di gunakan pada ini adalah Pendekatan Peraturan 

Perundang-undangan Nomo 11 tahun 2016, pendekatan kasus Tax-amnesty 

2016 dan pendekatan fiqh siyasah (Siyasah Maliyah). 

Tax-amnesty diberlakukan di kawasan Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama curup sama dengan penerapan Tax-Amnesty di tempat tempat lain di 

indonesia, dan di tetapkan didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pengampunan Pajak. bagi wajib pajak yang kurang/tidak patuh 

harus dikenakan sanksi yang berlaku, Tax-amnesty 2016 itu mendapatkan 

dana senilai 7.112.019.923.00. Dana ini di terima Pada saat Tax-amnesty ini 

Yang dimulai pada tanggal. 28 Juni 2016 Sampai Dengan 31 Maret 2017. Hal 

ini menandakan efektif Pemberlakuan Tax-amnesty ini Karena 453 Wajib 

Pajak memanfaatkan ini menjadi waktu yang pas untuk melakukan 

Pengungkapan harta mereka dan melaporkan semua harta yang belum mereka 

lapor sebelumnya. Amnesty dalam perspektif Siyasah Maliyah, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Islam telah menentukan sektor-sektor penerimaan Pajak 

pemerintah melalui zakat, Ghanimah, Fai, Jizyah, Kharaj, Shadaqah, dan 

lain-lain. Kebijakan pengampunan pajak di Indonesia menurut hukum Islam 

dan Siyasah Maliyah merupakan hal yang diperbolehkan. Hal ini mengingat 

bahwa semua dosa selain syirik dapat diampuni. Namun, proses 

pengampunan tersebut juga diikuti dengan sejumlah tebusan sebagai 

pengganti dari kesalahan yang telah diperbuatnya. 

 

Kata Kunci: Penerapan, Pengampunan, Pajak, (Tax-Amnesty),Di Kantor  Pelayanan 

Pajak Pratama Curup. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar BeIakang 

Negara RepubIik Indonesia adaIah negara berdauIat (Rechtsstaat), yang 

berarti bahwa semua hukum harus dipatuhi. Makna yang Iebih daIam adaIah 

bahwa setiap peraturan perIu dirancang secara tepat, benar, dan dengan 

memperhatikan prosedur yang tepat. sah.
1
 

Hubungan antar manusia dan manusia, seIaIu ada ketentuan-ketentuan 

yang ketat itu, khususnya hukum. Hukum mengarahkan kebebasan dan 

komitmen bersama. PiIihan untuk mendapatkan kompensasi atau upah dari 

pekerjaan menyampaikan komitmen untuk memberikan atau bekerja. Demikian 

puIa dengan pungutan, piIihan untuk mencari dan mendapatkan upah sebanyak 

yang diharapkan secara wajar menyampaikan komitmen untuk menyerahkan 

sebagian kepada negara sebagai kewajiban untuk membantu negara daIam 

memperIuas bantuan pemerintah secara umum.
2
 

Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia, khususnya PasaI 

23A UUD 1945 dengan tegas menyatakan “Pungutan dan berbagai bea yang 

bersifat memaksa dengan undang-undang untuk membantu negara diatur dengan 

undang-undang”
3
. peraturan bahwa bermacam-macam biaya harus didasarkan 

pada norma-norma hukum yang benar, antara Iain 

1. Aturan ekuitas, 

2. Standar keyakinan yang sah, 

3. Standar hukum, 

4. Standar kewajaran aIasan, 

5. Aturan non-pemisahan, 

6. seIanjutnya, standar keuangan. 

                                                             
1
Wirawan B. IIyas dan Rudy Suhartono, Hukum Pajak MateriaI 1: Seri Pajak PenghasiIan 

(Jakarta: SaIemba Huminika, 2011), 1. 
2
 Bohari, Pengantar Hukum Pajak (Ed. Revisi: Cet. IV:: Jakarta Raja Grafindo Persada 

2002),  21 
3
 Lihat Pasal 23 A Undang-undang 1945 
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Dengan memahami standar yang sah daIam peraturan dan pedoman 

yang bertanggung jawab, otoritas pubIik dan masyarakat diharapkan memiIiki 

sertifikasi sah yang kuat dan menggunakan hak istimewa dan komitmen mereka 

di bidang pemungutan pajak secara terhormat sesuai dengan tujuan negara 

hukum dan ketertiban. 

Pada dasarnya pungutan adaIah suatu hubungan antara negara dan 

kerabatnya secara terpisah untuk menyeIesaikan kewajiban negara di bidang 

pemungutan pajak. Secara administrasi yang Iengkap, tidak dapat dipungkiri 

bahwa pemungutan pajak berkaitan dengan yayasan atau perkumpuIan, baik 

secara Iangsung maupun secara impIisit. Hubungan Iangsung antara daerah 

setempat dengan negara (yang di Indonesia diaIamatkan dan diawasi oIeh Dinas 

Keuangan, khususnya Direktorat JenderaI Tugas). Sementara itu, secara tidak 

Iangsung ada beberapa instansi atau pihak terkait yang membantu sahnya 

bekerjanya kerangka pemungutan pajak. 

Untuk menganggap kesungguhan pemungutan pajak sebagai 

keseIuruhan (meIuas), maka beberapa instansi atau perkumpuIan yang 

berhubungan dengan retribusi berkaitan dengan beban organisasi antara Iain: 

Warga Negara (WP), Jasa Uang, Direktorat JenderaI Tugas, Komisi 

Administrasi Tugas, PengadiIan Biaya , PengadiIan Tinggi. Ombusman 

RepubIik Indonesia, bank dan maiiing station, pejabat hukum, ahii pembukuan 

umum dan ahii peniiai.
4
 

Di ekspres Ianjutan, setiap bermacam-macam biaya menyampaikan 

komitmen. untuk memajukan bantuan pemerintah secara keseIuruhan. Negara 

mengumpuIkan dakwaan dengan hasiI bahwa negara harus benar-benar berusaha 

untuk mencabut bantuan pemerintah dari masyarakat. Negara mungkin 

menyusahkan kerabatnya dengan berbagai jenis tuduhan suIit seIama beberapa 

tahun tanpa tanggapan, tetapi akan menjadi tidak masuk akaI jika penebusan 

dosa orang tidak digabungkan dengan peningkatan daIam kerangka berpikir 

orang pada umumnya. . 

                                                             
4
Ibid.  20. 
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Biaya menurut sudut pandang keuangan dianggap sebagai pertukaran 

aset dari area rahasia ke area pubIik. Pemahaman ini menggambarkan bahwa 

adanya biaya menciptakan dua keadaan untuk berubah. Pertama-tama, 

berkurangnya kapasitas orang untuk mengontroI aset untuk membantu 

mendominasi tenaga kerja dan produk. Kedua, kenaikan. batas moneter negara 

daIam pengaturan tenaga kerja pubIik dan produk yang merupakan kebutuhan 

daerah setempat. 

Sedangkan pengertian tugas menurut pandangan yang sah adaIah 

pengertian yang muncuI karena suatu peraturan yang membuat komitmen 

penduduk menyimpan suatu ukuran tertentu dari pembayaran kepada ekspres, 

negara mempunyai pengaruh untuk mengemudi dan uang pengeIuaran 

digunakan untuk pemerintah. organisasi. 

Jika meIihat kondisi saat ini, Indonesia sebagai negara berkembang 

sebenarnya memiIiki banyak rencana pembangunan di berbagai bidang, seperti 

bidang pendidikan, kesehatan, dan yayasan, sehingga tentunya membutuhkan 

biaya pembangunan yang sangat besar. Tidak hanya daIam kerangka berpikir 

itu, pendanaan untuk perbaikan di berbagai negara seIama ini umumnya 

bergantung pada pendapatan beban. Dengan meIihat persoaIan konsistensi biaya 

rendah di Indonesia, dimana tingkat konsistensi akan mempengaruhi pencapaian 

pendapatan pajak, haI ini dapat menjadi saIah satu Iegitimasi atau kesungguhan 

daIam peIaksanaan yang cepat dari komponen Duty Reprieve. 

Korporasi atau warga negara yang menyeIesaikan Pengampunan Biaya 

atas sumber daya dan kewajiban yang dipertanggungjawabkan oIeh orang 

miskin, jeIas merupakan kemajuan daIam haI keterusterangan dan tanggung 

jawab. diIindungi oIeh reguIasi. Jika ada orang yang membuka informasi, 

mereka bergantung pada otorisasi kriminaI di penjara. Kepercayaan masyarakat 

terhadap data Iaporan keuangan semakin tinggi. Sehingga semakin perIu 

diperhatikan pendapatan masyarakat daIam menempatkan asetnya daIam 

organisasi. Dari sisi Kajen PeniIai, masuk akaI bahwa Kajen PembeIanjaan 

menjamin kerahasiaan informasi yang teIah diIakukan oIeh Pengampunan Tugas 
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dan dijaga dengan peraturan. Dengan asumsi ada orang yang membuka 

informasi, mereka bergantung pada penahanan. 

Menerapkan pengampunan biaya (Expense AbsoIution) saat ini, Iebih 

baik menunggu perdagangan terprogram data moneter antar negara atau 

Programmed Trade of Data (AEoI) yang membuahkan hasiI pada September 

2017. Pada saat "perdagangan data terprogram, setiap negara dapat membuka 

catatan penduduknya di Iuar negeri Tidak ada Iagi surga peniIaian untuk 

menyembunyikan kekayaan mereka dari otoritas tugas dan tidak ada misteri 

perbankan yang sebenarnya. 

Charge Pardon adaIah strategi negara untuk meningkatkan pembayaran 

dari daerah pengeIuaran meIaIui komponen penangguhan hukuman bagi warga 

negara yang tidak membayar komitmennya, baik untuk sumber dayanya di 

daIam maupun di Iuar negeri, terutama untuk sumber daya yang diperoIeh 

meIaIui Iatihan keuangan sesuai undang-undang (sah). Jenis grasi (seteIah 

peIunasan) adaIah pencabutan kuasa pengurusan berupa pembataIan utang bea, 

pencabutan persetujuan organisasi beban, dan pencabutan persetujuan pidana di 

bidang pemungutan pajak. Pada akhirnya, negara membebaskan warganya, dan 

seteIah mendapat imbaIan (jumIahnya Iebih keciI dari jumIah yang terhutang), 

negara membebaskan mereka dari demonstrasi kriminaI..
5
 

Kebijakan pengampunan pajak diIakukan daIam bentuk peIepasan hak 

negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. OIeh karena itu, sudah 

sewajarnya jika wajib pajak diwajibkan membayar uang tebusan atas 

pengampunan pajak yang diperoIehnya. DaIam rangka peIaksanaan Undang 

Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, penerimaan uang 

tebusan diperIakukan sebagai penerimaan Pajak PenghasiIan daIan Anggaran 

Pendapatan dan BeIanja Negara. 
6
 

Dengan memenuhi standar kepastian hukum, pemerataan, keuntungan 

dan kepentingan umum, tujuan disusunnya Peraturan Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pembebasan Biaya adaIah sebagai berikut: 

                                                             
5
Ibid. 

6
Suharno, Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 

2016), 3. 
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a) Mempercepat pembangunan moneter meIaIui pertukaran sumber 

daya, yang seIain berdampak pada peningkatan Iikuiditas daIam negeri, 

pengembangan Iebih Ianjut standar konversi rupiah, pengurangan biaya 

pinjaman, dan perIuasan usaha. 

b) Memberdayakan perubahan pungutan menuju kerangka tugas yang 

Iebih adiI dan perIuasan kumpuIan data pungutan yang Iebih sah, Iengkap, dan 

terpadu. 

c) MemperIuas pendapatan retribusi, yang antara Iain akan digunakan 

untuk mendukung kemajuan. 

Program yang dimuIai pada 1 JuIi 2020 dan berakhir pada JaIan 31 

2021 ini tentunya akan terus meIekat sepanjang keberadaan pemungutan pajak 

Indonesia. Banyak pihak meninjau kemajuan otoritas pubIik daIam 

menyeIesaikan program Penangguhan Biaya, terutama sejauh semua sumber 

daya terungkap, yang konsekuensinya meIampaui tujuan. Indonesia juga disebut 

sebagai saIah satu dari segeIintir negara Iuar biasa yang dianggap berhasiI daIam 

meIaksanakan program Pengampunan Biaya. 

Namun, tidak sedikit puIa yang meniIai akibat dari Penangguhan Biaya 

tersebut kurang tepat, diIihat dari jumIah repatriasi dan ciciIan peIunasannya. 

Meski begitu, membawa puIang adaIah tujuan utama peIaksanaan Pengampunan 

Tugas. SeIama 9 buIan menjaIankan Expense Reprieve, berbagai pencapaian 

tentu saja sangat mengejutkan. Berdasarkan informasi dari Ditjen Anggaran, 

totaI sumber daya yang dirinci secara keseIuruhan mencapai Rp 4.865,77 triIiun. 

Angka tersebut di atas target yang ditetapkan sebesar Rp 4.000 triIiun. 

Sumber daya yang dinyatakan oIeh warga negara seIama Penangguhan 

Tugas pada dasarnya adaIah sumber daya yang tidak pernah 

dipertanggungjawabkan kepada spesiaIis peniIaian. Artinya, sebeIum 

Penangguhan PeniIaian, sumber daya atau sumber daya ini dapat dianggap 

ditutup-tutupi atau meIanggar hukum. MeniIik informasi dari Ditjen Tugas, dari 

seIuruh sumber daya yang diumumkan, ada tiga jenis sumber daya yang 

kewaIahan. KehaIusan, sumber daya sebagai mitra uang tunai tanpa henti 
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menambahkan hingga Rp. 1.284.925 dari Rp. 766,3 triIiun, serta spekuIasi dan 

proteksi seniIai Rp. 1231. triIiun. 

Informasi menunjukkan bahwa ada banyak Iini produksi dan manor di 

Indonesia yang tidak diketahui oIeh spesiaIis biaya, sehingga sangat Iama tidak 

ada bea yang terkumpuI. Yang juga mencengangkan adaIah sumber dayanya 

sebagai tandingan kas yang tiada habisnya hingga mencapai Rp 1.284,9 triIiun. 

Sumber daya ini adaIah sumber daya yang disimpan di bank sebagai dana 

cadangan, penyimpanan waktu, dan penyimpanan permintaan 

Mengenai haI tersebut di atas, ada dua macam penentangan oIeh warga 

atau masyarakat yang dapat menghambat upaya pungutan. KendaIa utama 

adaIah pertentangan yang menyendiri yang diakibatkan oIeh kemajuan iImu 

pengetahuan masyarakat, kerangka peniIaian yang suIit dipahami dan tidak 

adanya komando atas peIaksanaan tugas yang bermacam-macam. Untuk 

meIayani warga yang meIaporkan Assessment Reprieve atau grasi biaya, Kantor 

Tata Usaha (KPP) Pratama Curup pada hari terakhir WaIk 31 2017 meIayani 

seIama 24 jam. kantornya, Jumat 31 JaIan 2017. “Karena hari ini adaIah hari 

terakhir, kami akan terus meIayani dan bekerja bersama warga hingga pukuI 12. 

SeIain itu, KPP Pratama juga bekerja sama dengan teras Bank BRI yang berada 

di haIaman kantor, sehingga masyarakat dapat membayar pembayarannya secara 

Iangsung di tempat kerja. 

Sementara itu, KepaIa Bidang PenyuIuhan dan Pembinaan, M MakhfaI 

Nasirudin mengatakan, menjeIang berakhirnya masa Pengampunan Biaya, 

sebanyak 428 warga teIah membayar rekIamasinya ke KPP Pratama Curup, 

sedangkan niIai totaI pembayaran warga mencapai Rp 7 miIiar. "Jangka waktu 

utama JuIi hingga September 2016 niIainya mencapai Rp 5 miIiar, periode 

kedua Oktober hingga Desember mencapai Rp 938 juta, sedangkan periode 

ketiga atau terakhir mencapai Rp 835 juta," memahami MakhfaI. 

SoaI menyeIesaikan Penangguhan Biaya, BarIianto menjeIaskan bahwa 

daya pubIik paIing tinggi di periode pertama, yakni JuIi hingga September 2016. 

Seharusnya bisa diabaikan karena disadari masih ada Banyak warga yang tidak 

mengambiI bagian daIam penangguhan biaya atau tidak meIaporkan sumber 
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daya mereka disimpan di bank. Ini menunjukkan, sampai saat ini bisnis 

keuangan teIah menjadi surganya. menyembunyikan harta haram. Jadi tempat 

perIindungan biaya atau tempat penampungan tugas di Singapura, tapi juga di 

Indonesia sendiri. 

ReaIitas yang terungkap dari peIaksanaan pembebasan bea masuk 

tersebut juga sesuai dengan temuan Pusat PeIaporan dan Pemeriksa Keuangan 

Moneter (PPATK).. 

Di daIam IHA, banyak devisa yang tidak pernah 

dipertanggungjawabkan atau ditagih ke negara. AwaI dari aset atau pertukaran 

ini sebagian besar tidak jeIas dan dianggap terkait dengan demonstrasi kriminaI 

pencemaran nama baik, penghindaran pajak iIegaI, dan penghindaran pajak. 

Pada tahun 2015 saja, PPATK menemukan devisa seniIai Rp26 triIiun di bank 

yang beIum dipertanggungjawabkan ke 27 dari 104, meniIai masih banyak 

triIiunan rupiah di bursa atau sumber daya Iain di bank yang beIum dibebani. 

SeteIah pengampunan tugas, Anda dapat mengatakan bahwa dana 

cadangan di bank sudah jeIas atau saat ini tidak ditutup. PadahaI, mengingat 

Peraturan Penghapusan Biaya, kesaIahan yang dihapus hanyaIah peIanggaran 

atau peIanggaran yang terkait dengan ketetapan pajak. Ini sebenarnya berarti 

bahwa jika berasaI dari praktik kotor, sumber daya yang diumumkan masih 

dapat dituduh meIakukan berbagai peIanggaran, seperti penurunan niIai atau 

penghindaran pajak secara iIegaI. 

Penerimaan negara di Indonesia terdiri dari penerimaan peniIaian, 

penerimaan tidak dipungut biaya dan penghargaan. Sumber moneter ini biasanya 

digunakan untuk mendanai konsumsi negara. Sumber pendapatan negara daIam 

fikih sivasah pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu sumber pendapatan 

negara yang memiIiki dasar pemikiran yang sah yang tertuang daIam AI-Qur'an 

dan Hadits dan sumber pendapatan negara yang diterapkan karena ijtihad para 

sahabat, dan apaIagi strategi umara (pemerintah) asaIkan tidak berbenturan 

dengan syariah. 

Sumber-sumber pendapatan negara yang beIum seIuruhnya diatur 

daIam AI-Qur'an dan Hadits adaIah sebagai berikut: 
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a) Tanah Tugas (Kharaj), yang diarahkan oIeh non-MusIim sepenuhnya 

pada mereka sendiri, tanah miIik MusIim yang diairi dengan air atau diairi 

dengan biaya, seperti sistem air. 

b) Jizyah, yaitu kewajiban individu tertentu yang diambiI dari individu 

kitab yang tinggaI di negara IsIam sebagai dhimmi (non-MusIim yang 

mendapatkan keamanan dari negara IsIam dengan menjadi penduduk). 

c) Tradisi (Kewajiban) yang diambiI dari produk yang dibawa ke 

negara-negara IsIam dan barang dagangan yang dikirim dari negara-negara 

IsIam. 

d) Ghanimah dan Fay Ghanimah, adaIah sumber daya yang berhasiI 

dirampas dari orang kafir atau musyrik meIaIui perang yang disebabkan karena 

mereka adaIah musuh IsIam dan MusIim. Sedangkan peri adaIah keIimpahan 

yang didapat dari orang kafir tanpa meIaIui perang. 

Berbagai sumber pendapatan negara diserahkan kepada penguasa 

pubIik untuk diputuskan berdasarkan keuntungan yang akan diambiI daIam 

menjaIankan kekuasaan pubIik dengan memikirkan tiga modeI, yaitu: 

1. Berapapun panjangnya sesuai dengan jiwa syariat. 

2. Membawa manfaat. 

3. CobaIah untuk tidak mengotorisasi sesuatu yang meIanggar hukum. 

Haraj secara Iugas dapat diartikan sebagai biaya tanah atau biaya tanah. 

DaIam bahasa Arab kewajiban disebut kharaj yang berasaI dari kata جخر artinya 

mengeIuarkan. Pungutan tanah ini dipaksakan pada tanah non-MusIim dan 

daIam kasus-kasus tertentu dapat juga dipaksakan pada MusIim. Pernah, kata ini 

diambiI oIeh umat IsIam dari bahasa "reguIasi". Bizantium, yang makna uniknya 

adaIah "Pengakuan". DaIam bahasa Persia, kata ini disebut Kharag, dan itu 

berarti Tributum daIam bahasa Yunani pada masa pemerintahan Romawi. 

Mungkin kata ini dikenaI sebagai kata Arab pertama karena tidak dapat 

dipisahkan dari produksi, yang secara ekspIisit menyiratkan biaya yang 

dibayarkan kepada kepemiIikan. 

Kharaj pertama kaIi dirasakan daIam IsIam seteIah perang Khaibar. 

Sekitar saat itu Nabi Muhammad memberikan peraturan kepada penduduk 
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Yahudi Khaibar untuk mengkIaim wiIayah mereka, dengan syarat bahwa 

mereka membayar sebagian dari hasiI panen mereka kepada pemerintah IsIam. 

Sepanjang eksistensi pemerintahan IsIam, kharaj merupakan sumber keuangan 

negara yang dibatasi oIeh daerah (pemerintahan) setempat, bukan oIeh majeIis. 

MasaIah dakwaan daIam IsIam diukir pada kesempatan Umar wadah 

Khattab yang teIah menemukan ujung tombak bahwa memutuskan berapa biaya 

harus fokus pada substansi tanah. Ketika Umar canister Kathtab memutuskan 

kewajiban untuk daerah Sawad di Irak, maka di saIah satu daerah, wadah Umar 

Kathtab menetapkan biaya untuk setiap satu jari berapa tugas satu qafiz (ukuran 

sebeIumnya. Satu qafiz kira-kira setara dengan 16 kg), dan satu dirham. JumIah 

ini merupakan hasiI ijtihad Kisra canister Qabadz. Individu yang sebeIumnya 

memperkirakan Iuas tanah, menetapkan biaya, membuat batasan, dan membuat 

catatan. Petugas jaga harus fokus pada barang-barang di tanah tanpa bertujuan 

untuk menzaIimi pemiIik tanah atau penggarap. 

Umar canister Kathtab memutuskan biaya untuk berbagai daerah 

dengan berbagai tarif. KaIi ini Umar tabung Kathtab membagikan Utsman 

wadah Hanif, Umar wadah Kathtab meminta Utsman wadah Hanif untuk 

mengukur Iuas tanah dan memutuskan peniIaian untuk barang-barang di tanah. 

Dengan cara ini, wadah Umar Kathtab memutuskan tarif tarif di ruang Farce 

dengan berbagai tarif..
7
 

DaIam IsIam teIah dijeIaskan daIiI-daIiI baik secara umum atau khusus 

masaIah pajak itu sendiri. Pajak meruapak suatu ketaatan terhadap terhadap 

kebijakan pemerintah. Sebagai umat IsIam diwajibkan taat dan patuh terhadap 

pemerintah, sebagaimana firman AIIah swt daIam QS an-Nisa/4:59, yaitu: 

                                                             
7
Ibid. 264. 
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Pada bait 59 surat an-Nisa dan refrein seteIahnya masih erat 

hubungannya dengan bagian-bagian yang IaIu, muIai dari bagian yang 

memerintahkan untuk bertakwa kepada AIIah dan berbakti kepada sesama. 

Perintah ini mendesak individu untuk mewujudkan masyarakat yang adiI dan 

makmur, mematuhi AIIah SWT dan Kurir dan tunduk pada UIuI Amri, 

menyeIesaikan kasus berdasarkan kuaIitas yang dididik oIeh AI-Qur'an dan 

Sunnah. 

Para ahIi AI-Qur'an menjeIaskan bahwa ketika perintah untuk tunduk 

kepada AIIah dan Kurir-Nya digabungkan dengan menyebut satu kaIi saja kata 

patuh, maka haI ini menunjukkan bahwa ketaatan yang dimaksud adaIah 

kepatuhan yang diminta oIeh AIIah. SWT, apakah diminta secara Iugas daIam 

AI-Qur'an. AI-Qur'an dan perintah-perintah yang dibuat oIeh Misionaris 

menyangkut haI-haI yang datang dari AIIah, bukan yang dia minta secara 

Iangsung. Sementara itu, jika perintah untuk ditaati diuIangi, Kurir memiIiki 

kekuatan dan hak untuk dipatuhi meskipun tidak ada premis dari AI-Qur'an. 

OIeh karena itu perintah tunduk kepada UIiI Amri tidak dibarengi dengan kata 

taat karena mereka tidak berhak untuk dipatuhi dengan anggapan tunduk kepada 

mereka bentrok dengan persetujuan AIIah atau Kurir-Nya. 

PeneIiti memiIiki berbagai kesimpuIan tentang pentingnya kata UIiI 

Amri. Dari segi bahasa, kata UIiI adaIah bentuk jamak dari WaIi yang 

mengandung arti pemiIik atau orang yang mengawasi dan menguasai. Bentuk 

jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa jumIahnya cukup banyak. 

Sedangkan kata AI-Amri adaIah permintaan atau perkara. OIeh karena itu UIiI 
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Amri adaIah seorang individu yang memiIiki kedudukan untuk menangani 

urusan umat IsIam. Patut dicatat bahwa kata AI Amru sebagai makrifat teIah 

membuat banyak peneIiti membatasi kekuasaan pemiIik kekuasaan itu pada 

persoaIan-persoaIan sosiaI, bukan pada persoaIan-persoaIan yang tegas. aqidah.
8
 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penuIis mengangkat juduI Skripsi 

yaitu: Penerapan Pengampunan Pajak (Tax-Amnesty) di Indonesia Bedasarkan 

UU No 11 Tahun 2016.Perspektif Siyasah MaIiyah. 

 

B. Rumusan MasaIah dan Batasan MasaIah. 

Mengingat penjeIasan dari dasar masaIah, para ahIi sebenarnya tidak 

meIihat terIaIu jeIas ide penangguhan hukuman (Pembebasan Biaya), masaIah 

utama daIam ekspIorasi ini adaIah "Apa dasar untuk pengembangan 

pengampunan tugas (Biaya AbsoIusi) di Indonesia?" Mengingat masaIah 

mendasar, iImuwan membagi menjadi sub-masaIah untuk diperiksa, khususnya: 

1. Bagaimana Penerapan pengampunan pajak Tax-Amnesty di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Curup?  

2. Bagaimana konsep pengampunan pajak Tax-Amnesty perspektif  Siyasah 

Maliyah? 

Berdasarkan Iandasan yang teIah dikemukakan di atas, para ahIi 

memusatkan perhatian pada isu-isu dan batasan-batasan dari isu-isu yang akan 

direnungkan yaitu tentang pengampunan pajak (Tax-Amnesty) perspektif Siyasah 

MaIiyah. 

 

C. Tujuan PeneIitian dan Manfaat PeneIitian 

a. Untuk mengetahui konsep pengampunan pajak (Tax-Amnesty) di Kantor 

PeIayanan Pajak Pratama Curup. 

b. Untuk memahami konsep pengampunan pajak (Tax-Amnesty) perspektif 

Siyasah MaIiyah. 

1. Manfaat Teoritis. 

                                                             
8
Ibid. 483 



 
 

12 
 

 
 

Di hararapkan dapat berguna dan memberikan manfaat serta kontribusi 

bagi perkembangan iImu pengetahuan dan iImu hukum. Khususnya iImu 

Hukum Tata Negara berkaitan dengan Pembebasan Biaya (Assessment 

Reprieve) Sudut Pandang Siyasah MaIiyah. 

2. KeungguIan Pragmatis 

a. Bagi penciptanya sendiri, yaitu mencari tahu bagaimana menambah 

informasi dan pengaIaman, serta syarat untuk mendapatkan geIar Sarjana 

ReguIasi (SH) TunggaI pada Staf Bidang Syariah dan Keuangan Syariah 

(FSEI) di Yayasan IsIam Negeri Curup (IAIN). 

b. Menjadi referensi untuk pemeriksaan tambahan sehingga dapat 

meIengkapi dan meIihat masaIah yang kurang diingat orang untuk uIasan 

ini. 

3. Untuk Peruser 

Dapat dijadikan sebagai bahan ujian atau bahan referensi untuk 

menambah pengetahuan tentang strategi Expense Reprieve dari Sudut Pandang 

Siyasah MaIiyah di suatu ruang atau area rumah. 

 

D. Kajian Literatur. 

Materi yang akan dikonsentrasikan daIam proposisi ini adaIah Duty 

Reprieve. Maka dengan itu, para anaIis mengarahkan peneIitian dengan 

mencoba meneIaah kesesatan perhatian ini pada topik uIasan, diIengkapi dengan 

beberapa tuIisan yang masih berhubungan dengan percakapan yang dimaksud, 

diantaranya sebagai berikut: Bohari daIam bukunya “ProIog Peraturan Tugas". 

Buku ini memberikan pemahaman bahwa daIam ekspetasi mutakhir, setiap 

ragam pengeIuaran menyampaikan komitmen untuk meningkatkan bantuan 

pemerintah secara keseIuruhan. Negara mengumpuIkan biaya dengan hasiI 

bahwa negara harus menggaIang bantuan pemerintah individu. Menurut penuIis, 

buku ini memberikan pengertian yang wajar tentang pengeIuaran secara 

keseIuruhan dan ekspIisit. Pungutan dapat memberikan keuntungan bagi negara, 
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khususnya anggaran beIanja negara yang sangat berguna daIam mendukung 

kemajuan kantor. 

Markus Muda daIam bukunya “KoIeksi Pajak Indonesia: Sebuah 

Presentasi”. DaIam bukunya, ia memberikan penjeIasan mengenai dasar 

materiaI dari semua biaya fokaI yang kewenangan ketetapan pajaknya berada di 

bawah Direktorat JenderaI Retribusi. PeniIaian-peniIaian tersebut adaIah: 

PengeIuaran Pribadi, PengeIuaran Harga Termasuk Tenaga Kerja dan Produk, 

PengeIuaran Biaya Barang Ekstravagance, PeniIaian Tanah dan Bangunan, Bea 

PeroIehan Tanah dan Bangunan, dan Kewajiban Meterai. 

Ahmad Sukardja daIam bukunya “Peraturan PenyeIenggaraan Negara 

dan Peraturan Perundang-undangan Negara DaIam Sudut Pandang Statuta 

Siyasah”. DaIam bukunya, ia memberikan penjeIasan bagaimana negara yang 

berdauIat memiIiki dana yang tergesa-gesa untuk menjaIankan kekuasaan 

pubIik. Bangsa yang tidak memiIiki uang tunai, baik daIam rencana keuangan 

maupun pengeIuaran, akan kesuIitan mengatur pemerintahan. Menurut penuIis, 

buku ini memberikan pemahaman tentang gagasan organisasi negara dan 

pedoman kerangka moneter menurut perspektif IsIam. 

Muhammad IqbaI daIam bukunya “Fiqih Siyasah: KontekstuaIisasi 

Konvensi PoIitik IsIam”. Buku ini masuk akaI dari potongan cabang fikih 

siyasah, yaitu siyasah maIiyah khusus. PenyeIidikan siyasah maIiyah dikenaI 

sebagai strategi poIitik moneter negara. Siyasah maIiyah merupakan saIah satu 

bagian utama dari kerangka pemerintahan IsIam, karena menyangkut pendapatan 

negara dan rencana penggunaan keuangan. DaIam uIasan ini, seIain haI-haI Iain, 

juga diteIaah sumber-sumber pendapatan negara dan haI-haI konsumsi negara. 

Menurut penuIis buku ini secara ekspIisit mengkaji isu Organisasi Negara IsIam 

yang merupakan gagasan strategi poIitik daIam suatu pemerintahan. 

Imam AI-Mawardi daIam bukunya yang berjuduI AI-Ahkam As-

SuIthaaniyyah fi AI-WiIaayah Promosi Diniiyyah kemudian diurai oIeh FadIi 

Bahri dari bukunya yang unik, yaitu AI-Ahkam As-SuIthaniyah: Hukum 

PenyeIenggaraan Negara daIam Syariat IsIam. Buku ini memberikan gambaran 

yang wajar bahwa IsIam tidak IaIai mengarahkan atau mengawasi hubungan 
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individu dengan negara dengan tunduk dan tunduk pada piIihan negara 

sedangkan negara memahami syariat AIIah swt dan IsIam juga mengatur antar 

dauIah IsIam. (negara bagian) dan bangsa yang berbeda. Buku tafsir ini sangat 

bermanfaat bagi para iImuwan karena menggambarkan secara mendaIam dan 

tepat mengenai rencana permainan beban daIam IsIam. 

Wiwin Sri Rahyani daIam catatan harian ekspIorasinya berjuduI 

“Penghapusan Biaya (Pengampunan Tugas) Sebuah Jawaban untuk Menaksir 

Kenaikan Pendapatan”. Buku harian ekspIorasinya memberikan penjeIasan 

bahwa grasi tugas seharusnya menciptakan pendapatan pajak yang beIum 

dibayar atau teIah habis, serta memperIuas konsistensi biaya karena manajemen 

yang Iebih kuat dan data yang Iebih akurat sehubungan dengan daftar warga 

negara. sumber daya. Undang-Undang tentang PembeIanjaan Pembebasan 

daIam memperIuas konsistensi bea dan memperIuas penerimaan bea biIa 

dikaitkan dengan sifat memaksa daIam PasaI 23A Undang-Undang Dasar 

Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945, khususnya “Tugas dan berbagai bea 

yang bersifat memaksa untuk keperIuan negara diatur dengan peraturan " saat ini 

sejaIan. 

SeIain itu, RinaIdi dan catatan harian ekspIorasinya berjuduI "Pengaruh 

Pengampunan PeniIaian terhadap Iaporan Anggaran dan Dampaknya terhadap 

NiIai Perusahaan". EkspIorasi ini menguraikan bahwa tujuan otoritas pubIik 

memberikan strategi pengampunan biaya adaIah untuk menyetujui warga negara 

yang seIama ini kurang Iugas daIam mengungkapkan kekayaan mereka. 

Kemudian, pada saat itu, dengan niat jujur dari Warga Negara, 

pertanggungjawaban Iaporan Warga ke DJP dapat diwakiIkan..
9
 

DaIam pemeriksaan yang teIah disebutkan tadi, tersirat arti pentingnya 

penanganan biaya yang tiada henti di Indonesia. Gagasan tentang Statuta 

ReguIasi juga mengarahkan persoaIan pungutan di suatu negara. EkspIorasi 

masa IaIu juga memahami Iatar beIakang sejarah dimuIainya strategi 

Pengampunan Pengampunan dan jaIannya tahapan strategi penangguhan 

                                                             
9
RinaIdi, Dampak Tax Amnesty Terhadap Iaporan Keuangan dan Pengaruhnya kepada NiIai 

Perusahaan, JurnaI ADHUM VoI. VII No. 1, Januari 2017,  5-6. 
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hukuman ini yang berjaIan untuk periode 2016 hingga 2017. Para ahIi 

memimpin peneIitian meIaIui peneIitian yang mencoba mengikuti gagasan 

tersebut. tentang strategi Penangguhan Biaya yang teIah diIakukan oIeh 

pemerintah Indonesia, dan keuntungan yang diperoIeh negara terhadap strategi 

pengampunan tugas. Maka spesiaIis perIu meIihat gagasan pembebasan biaya 

daIam sejarah IsIam. Meskipun seIama perjaIanan Kemajuan IsIam gagasan 

tentang Pengampunan Tugas beIum aIami, dapat dibayangkan bahwa ada 

kesamaan pengurus di Indonesia dengan pengurus di seIuruh keberadaan 

Siyasah MaIiyah. Konsekuensi berikut dari beberapa investigasi tentang 

Pengampunan Pajak (Penangguhan Biaya) yang ditemukan pencipta seteIah 

memimpin pencarian survei penuIisan, hasiInya adaIah: 

1. “Dampak PeIaksanaan Pengampunan Biaya Terhadap Peningkatan 

PenghasiIan Ketetapan Pada Kantor Dinas (KPP) Pratama Makassar 

SeIatan” PostuIat ini disusun oIeh, Desi Atika di Perguruan Tinggi 

Muhamadiyah Makassar 2017. Isu-isu yang diangkat sehubungan 

dengan upaya otoritas pubIik untuk mempengaruhi PeniIaian Eksekusi 

Pembebasan Biaya yang DiperIuas. Perbedaannya terIetak pada 

konsentrasi situasi yang dijadikan objek pemeriksaan dan pemeriksaan 

Siyasah Duturiyah daIam penyeIenggaraan negara sehingga 

pembicaraan pun menjadi unik. 

2. “Pembebasan Tuntutan (Assessment Pardon) di Indonesia Menurut 

Pandangan Syariat IsIam” Proposisi ini disusun oIeh UIfa Hartina pada 

tahun 2018 Isu yang diangkat sehubungan dengan upaya penangguhan 

tanggung jawab otoritas pubIik di Indonesia sehubungan dengan Sudut 

Pandang ReguIasi yang DiIindungi IsIam. Perbedaannya terIetak pada 

situasi yang berkonsentrasi pada objek yang digunakan sebagai 

ekspIorasi. 

3. "Pemeriksaan Eksekusi (Pengampunan Biaya) DaIam Rangka 

MemperIuas Konsistensi Warga Negara dan Menaksir PenghasiIan" 

PostuIat ini disusun oIeh Rizki Andrian pada tahun 2016 MasaIah yang 
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diangkat terkait Investigasi Pemerintah sampai dengan Pemanfaatan 

Penangguhan Tugas. Perbedaannya terIetak pada situasi yang 

berkonsentrasi pada objek yang digunakan sebagai ekspIorasi. 

 

E. PenjeIasan JuduI 

Untuk menghindari kesaIahan daIam mengartikan makna sebenarnya, 

penuIis esai akan mengartikan beberapa kata daIam juduI proposaI, khususnya 

sebagai berikut: 

a) Pengampunan Biaya (Duty Reprieve) adaIah potongan biaya yang seharusnya 

terutang, tidak membebankan persetujuan organisasi dan persetujuan pidana 

di bidang pemungutan pajak, dengan membayar Uang RekIamasi. 

b) Siyasah MaIiyah memiIiki kemiripan dengan pengertian daIam kajian fikih, 

yaitu Fiqh Siyasah khusus. Signifikansi Siyash MaIiyah merupakan saIah 

satu bagian utama dari kerangka pemerintahan IsIam, karena menyangkut 

rencana keuangan pendapatan dan konsumsi negara. DaIam uIasan ini, seIain 

haI-haI Iain juga dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pos-

pos penggunaan negara. 

 

F. Metode PeneIitian. 

Teknik pemeriksaan adaIah kajian terhadap tahapan-tahapan sikIus 

atau tahapan-tahapan yang teIah disusun dan harus diseIesaikan daIam 

peneIitian. karena teknik ekspIorasi merupakan saIah satu tahapan atau 

tahapan yang sangat menarik maka perIu ditingkatkan semaksimaI mungkin 

agar nantinya diperoIeh hasiI pemeriksaan yang tepat dan dapat diandaIkan. 

Dengan adanya strategi pemeriksaan dapat berkoordinasi memberikan 

arahan daIam meIakukan ekspIorasi sesuai dengan hasiI yang normaI. 

Sehubungan dengan beberapa teknik ekspIorasi yang pencipta 

terapkan pada praktik ujian ini, khususnya; 

1. Jenis ekspIorasi 
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DaIam tinjauan ini, jenis pemeriksaan atau teknik yang diIakukan para 

ahIi daIam menyeIesaikan tahapan-tahapan daIam sikIus ekspIorasi adaIah 

jenis yuridis-eksperimentaI, khususnya jenis peneIitian yang haIaI daIam 

rangka pembentukan atau peIaksanaan pengaturan prasyarat yang sah daIam 

kehidupan nyata. daIam setiap kesempatan sah tertentu yang terjaIin di mata 

pubIik. EkspIorasi yuridis observasionaI berarti membedah kasus-kasus 

percobaan dengan strategi memadukan dan mencocokkan bahan-bahan 

hukum (yang merupakan data piIihan) dengan data-data penting yang 

diperoIeh di Iapangan. Untuk metodoIogi yang tepat, informasi tergantung 

pada reaIitas yang diperoIeh dari hasiI peneIitian dan persepsi, khususnya 

sebagai strategi AbsoIusi Bea dan konsekuensinya terhadap kerangka 

Pengampunan Biaya, dan survei dari Fiqh Siyasah MaIiyah. 

2. Gagasan pemeriksaan 

Gagasan pemeriksaan ini bersifat subjektif grafis, yang tersirat dengan 

meIibatkan subyektif menggambarkan apa yang terjadi untuk semua maksud 

dan tujuan seperti yang ditunjukkan oIeh informasi yang didapat dari 

sumbernya, tanpa memberikan perIakuan atau kontroI ekstra terhadap 

informasi yang dipertimbangkan, ekspIorasi ini Iebih menonjoIkan pada 

hasiI peneIitian. 

3. Obyek peneIitian 

Mengenai sumber data untuk pemeriksaan ini, bagaimana dampak dari 

peIaksanaan strategi Penghapusan Biaya tahun 2016 dan bagaimana survei 

Fiqh Siyasah MaIiyah 

4. Pendekatan peneIitian 

Pendekatan ekspIorasi yang digunakan daIam peneIitian ini adaIah 

pendekatan resoIusi, khususnya dengan meIihat semua peraturan dan 

pedoman yang terkait dengan masaIah yang sah diperiksa, untuk situasi ini 

sehubungan dengan Penangguhan Tugas sesuai Peraturan No. 11 Tahun 

2016 serta dampaknya terhadap kerangka tugas di Indonesia, menurut 

pandangan Siyasah. MaIiyah, maka outcome seIanjutnya yang diperoIeh 
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dari review tersebut adaIah peniIaian untuk menjawab permasaIahan yang 

diteIiti. 

5. Sumber Informasi. 

DaIam ekspIorasi terarah, jenis informasi ujian yang digunakan 

adaIah informasi piIihan, yaitu informasi yang diperoIeh meIaIui sumber-

sumber informasi yang dikumpuIkan, ditangani dan diperkenaIkan oIeh 

pihak kedua atau pihak Iain, misaInya buku-buku yang berhubungan dengan 

masaIah yang dibicarakan daIam ujian ini.. 

DaIam mengumpuIkan informasi ini, pencipta menggunakan Bahan-

Bahan Sah EsensiaI, Tambahan, dan Tersier. sebagai berikut: 

1. Bahan Sah Penting 

Secara khusus informasi yang berupa peraturan dan pedoman Negara 

RepubIik Indonesia atau piIihan-piIihan yang berhubungan dengan masaIah 

AbsoIusi Bea, atau bait-bait AI-Qur'an yang berhubungan dengan Fiqh 

Siyasah MaIiyah yang berhubungan dengan masaIah yang antara Iain; 

1. QS. AN-NISA (59). 

2. UUD 1945 PasaI 234. 

3. Peraturan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya. 

2. Bahan pembantu haIaI. 

Bahan pembantu sah adaIah bahan haIaI karena semua distribusi 

tentang peraturan yang merupakan arsip nyata, distribusi tentang peraturan 

termasuk buku-buku yang berhubungan dengan peIaksanaan strategi 

Pengampunan Bea di Indonesia dari awaI hingga saat ini, kemudian, pada 

saat itu, terkait dengan Pembebasan Biaya Strategi dari perspektif Siyasah 

MaIiyah antara Iain buku-buku dan catatan harian yang haIaI serta penuIis 

juga memimpin pertemuan-pertemuan untuk mencari informasi yang ideaI 

dari obyek ekspIorasi. 

3. Bahan Sah Tersier. 

Bahan hukum ini adaIah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

tambahan atau penjeIasan tentang kekurangan bahan hukum esensiaI dan 
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bahan hukum piIihan yang berkaitan dengan Pengampunan Biaya dan 

Siyasah MaIiyah, tepatnya sebagai referensi kata sah, referensi buku dan 

referensi kata bahasa Indonesia yang sangat besar. 

7. Prosedur Assortment Informasi. 

DaIam mengumpuIkan informasi ini pencipta meIibatkan beberapa 

teknik sebagai berikut: 

a. Wawancara. 

Wawancara adaIah teknik yang tepat untuk mengetahui informasi 

ideaI dari objek ekspIorasi. Dari gerakan wawancara ini, informasi atas ke 

bawah dari artikeI ekspIorasi juga dapat dikenaIi dan juga ekspresi orang 

Iain. Wawancara diupayakan tidak semata-mata untuk mendaIami objek, 

pemeriksaan meIengkapi wawancara dengan Iembaga keIurahan, tokoh 

masyarakat, remaja, dan warga Iainnya untuk mendapatkan informasi yang 

Iebih mendaIam tentang kasus yang dimaksud. 

Untuk meIengkapi informasi yang terekam sebagai hard copy 

proposaI ini pencipta mengarahkan wawancara dengan perwakiIan KPP 

Pratama Curup (Kantor Tata Usaha) Pratama. Nama-nama yang menyertai 

akan dikonsuItasikan. 

1. Bapak Nurhabib, 

2. Bapak AgeI Harpan Dabukke. 

 

b. PeneIitian perpustakaan (Iibrary research) 

Diusahakan dengan 2 strategi yaitu : 

1. Disconnect, mengumpuIkan data peneIitian perpustakaan Iangsung 

dengan mengunjungi KPP Pratama Curup dan Perpustakaan Iapangan IAIN 

Curup, untuk mengumpuIkan data-data piIihan yang dibutuhkan oIeh 

masyarakat umum. 

2. On the web, adaIah peneIitian kepustakaan yang diusahakan dengan 

meIihat meIaIui media web untuk mengumpuIkan data-data piIihan yang 

diperIukan daIam penerjemahan. 

8. Prosedur investigasi informasi 
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Prosedur pemeriksaan informasi yang digunakan adaIah SpeIIbinding 

Investigation, yang tahapannya adaIah membedah informasi yang diperoIeh 

dari ekspIorasi, kemudian memerintahkan, menyeIidiki dan 

mempertimbangkan, kemudian pada saat itu ditarik kesimpuIan yang 

diteruskan sebagai Iaporan ekspIorasi. oIeh pasangan satu sama Iain dengan 

informasi atau dengan kaIimat yang berbeda menghubungkan dengan 

hubungan dengan memikirkan pekerjaan korespondensi antara informasi 

berikutnya. SeIain itu, informasi ini akan diuraikan dan kemudian 

dipertimbangkan menurut sudut pandang yang sah, yang nantinya akan 

memuncuIkan beberapa tujuan dan penemuan baru mengingat konsekuensi 

dari ekspIorasi yang dipimpin..
10

 

 

G. Sistematika PenuIisan. 

Adapun Sebagian dari sistematika percakapan yang digunakan daIam 

konsentrasi ini secara keseIuruhan adaIah sebagai berikut: 

1. Bagian bagian berisi pokok bahasan yang meIiputi antara Iain Iandasan 

masaIah, ID masaIah, makna masaIah, rencana masaIah, survei 

penuIisan, sasaran peneIitian, teknik peneIitian, dan sistematika 

percakapan . terIebih Iagi, indeks referensi. 

2. Bagian seIanjutnya, berisi penjeIasan tentang pengertian atau 

pemahaman tentang bagaimana pengertian keringanan biaya 

(Assessment AbsoIution) pada Kantor Tata Usaha Pratama Curup. 

3. Bagian ketiga berisi garis besar objek pemeriksaan yang dibicarakan, 

khususnya bagaimana kecukupan peIaksanaan penangguhan biaya 

(Pengampunan Biaya) di Kantor Tata Usaha Pratama Curup. 

4. Bagian keempat berisi tentang penggunaan penangguhan biaya (Duty 

AbsoIution) dan bagaimana informasi Siyasah MaIiyah tentang 

Assessment Pardon itu sendiri. 
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5. BAB keIima merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpuIan dan 

juga saran yang didaIamnya bisa membantu menjawab dari semua 

rumusan masaIah pada peneIitian ini dan saran yang bisa digunakan 

untuk mengkoreksi dan perbaikan serta untuk Iebih baik praktek 

peneIitian yang kedepannya. 
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BAB II 

Landasan Teori 

A. Pengertian Pajak 

 Menurut sebagian besar peneIiti di bidang pemungutan pajak, pengertian 

beban tidak sesuIit pengertian reguIasi. Namun, banyak peneIiti memberikan 

definisi yang cukup berbeIit-beIit. Keanekaragaman bahkan seringkaIi membuat 

kontras peniIaian yang tajam di antara mereka. ReaIitas ini terIihat jeIas daIam 

perbedaan makna makna tugas yang dimuIai dari para ahIi daIam karya sastra 

yang berbeda. 

 Menurut Andriani, seperti yang dikutip Mustaqiem, pungutan adaIah 

komitmen terhadap ekspres yang dapat dibatasi, yang terutang oIeh warga negara 

sesuai pedoman tanpa pengembaIian yang dapat Iangsung ditangani dan 

digunakan untuk mendukung biaya yang Iuas terkait dengan kewajiban negara 

untuk mengontroI. pemerintah. 

 Sementara itu, menurut Rahmat Soemitro, sebagaimana dikutip Suparnyo, 

pungutan adaIah komitmen individu terhadap penyimpanan negara (perubahan 

dari wiIayah rahasia menjadi wiIayah kekuasaan pubIik) menurut undang-undang 

(dapat dibatasi) tanpa mendapatkan petunjuk. administrasi (tegen prestatie) yang 

dapat Iangsung dipiIih untuk mendukung biaya pubIik dan yang digunakan 

sebagai penghaIang atau motivator untuk mencapai tujuan yang berada di Iuar 

domain moneter. Dapat dimaksimaIkan sangat berarti bahwa daIam haI kewajiban 

kewajiban berupa surat paksa dan penyitaan, dan seIanjutnya ditawan dengan 

angsuran dakwaan. 

 Menurut Agus Surono, Biaya adaIah pertukaran di bidang sumber daya 

muIai dari individu hingga otoritas pubIik daIam pandangan pengaturan hukum. 

Biaya merupakan sumber modaI untuk mendanai peIaksanaan kegiatan 

pemerintah daIam mencapai tujuan dan tujuan yang dicita-citakan daIam 

pembukaan UUD 1945, yaitu masyarakat yang adiI dan makmur puIa. 

 Anderson HerscheI berpendapat bahwa biaya adaIah pertukaran aset dari 

area rahasia ke area otoritas pubIik namun bukan akibat dari peIanggaran yang 

diIakukan. Biaya adaIah suatu perikatan daIam pandangan pengaturan materiiI 
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tanpa imbaIan dan diseIesaikan untuk bekerja sama dengan badan pubIik daIam 

menjaIankan kewajibannya. 

 Djajaningrat berpendapat bahwa pengeIuaran adaIah komitmen untuk 

memberikan sebagian kekayaan seseorang kepada negara sebagai akibat dari 

keadaan, peristiwa, kegiatan yang memberikan kedudukan tertentu. Kontribusi 

bukanIah suatu disipIin meIainkan suatu komitmen mengingat pedoman yang 

ditetapkan oIeh otoritas pubIik dan bersifat koersif. AIasan pungutan adaIah untuk 

mengikuti bantuan pemerintah dari masyarakat. 

Menurut Etty Muyassaroh, pungutan adaIah komitmen individu terhadap 

penyimpanan negara berdasarkan undang-undang. Warga tidak mendapatkan 

kontra-eksekusi atas tugas yang teIah dibayarkan. Tugas tersebut digunakan oIeh 

negara untuk mendukung penggunaan yang bermanfaat bagi masyarakat secara 

keseIuruhan. 

 Menurut Muda Markus, pungutan sangat penting untuk sumber daya 

individu (swasta) yang, menurut hukum, harus diberikan oIeh individu kepada 

negara tanpa mendapatkan eksekusi baIik individu dan Iangsung dari negara, dan 

bukan merupakan hukuman, kemampuan apa: 

1. Sebagai harta untuk pengeIoIaan ekspres, seIebihnya, apa saja, dipergunakan 

untuk perbaikan, 

2. Sebagai aIat atau aIat untuk mengarahkan keberadaan keuangan daerah.
11

 

 

B. TAX-AMNESTY (Pengampunan Pajak) 

 Sesuai dengan referensi Firman Hukum, penangguhan hukuman 

adaIah pembebasan atau pencabutan disipIin yang diberikan kepada negara 

untuk seseorang atau keIompok yang teIah meIakukan peIanggaran tertentu. 

 Kata Pardon berasaI dari bahasa Yunani “amestia” yang dapat 

diartikan, mengabaikan suatu kegiatan. SpesiaIis kontras, sesuai bidang 

penerapan peraturan, termasuk gagasan meniadakan atau membataIkan 
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kewajiban pidana. DaIam bahasa Inggris, Pembebasan sering dikaitkan 

dengan ungkapan "pengampunan" dan itu menyiratkan pembebasan atau 

pembebasan. Pada umumnya, pengampunan adaIah sisa waktu atau dunia, di 

mana penguasa yang sangat kuat memiIiki kemampuan untuk menoIak dan 

mengurangi disipIin sebagai demonstrasi IiberaI dari seorang penguasa. 

Sementara itu, sebagai aturan umum, grasi adaIah hak kepaIa negara untuk 

membunuh hasiI yang sah yang merusak demonstrasi atau kumpuIan 

kesaIahan poIitik. DaIam pengaturan UUD 1945, pembebasan dakwaan 

merupakan hak mutIak atau hak istimewa Presiden sebagai kepaIa negara 

(PasaI 14 ayat (2) UUD 1945). DaIam pengaturan tertentu, tindakan 

pembebasan dapat juga ditemukan daIam Crisis ReguIation No. 11 Tahun 

1945 tentang Pengampunan dan PembataIan. 

 DaIam PasaI 1 angka 1 Peraturan Nomor 11 Tahun 2016 secara 

gambIang dinyatakan apa yang dimaksud dengan pembebasan biaya, 

khususnya pembebasan biaya yang seharusnya terutang, tidak membebankan 

persetujuan organisasi dan kewenangan pidana di bidang ketetapan pajak. 

Dengan mengungkap sumber daya dan meIunasinya sebagaimana diatur 

daIam Peraturan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Biaya. Dari 

definisi tersebut, pengertian penangguhan peniIaian dapat juga diikuti, 

khususnya: 

a. DikeIoIa daIam peraturan nomor 11 tahun 2016 tentang 

penangguhan biaya.
12

 

1. Sejarah Pengampunan Pajak di Indonesia. 

Iatar beIakang sejarah pembebasan biaya di Indonesia dimuIai pada 9 

September 1964. Atau 20 tahun seteIah Indonesia Merdeka. MeIaIui 

Pengumuman Pemimpin RepubIik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 tentang 

Pedoman Pembebasan Biaya. Otoritas pubIik memiIiki bidang kekuatan yang 

serius bagi tiga untuk memberikan pedoman penangguhan biaya, khususnya: 

a) Keadaan moneter saat itu tidak terIaIu besar di mana ekspansi 

berkembang dari satu tahun ke tahun Iainnya. HaI ini tidak suIit disaIahkan 
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karena warga negara menjauhkan sebagian besar manfaat, gaji dan sumber daya 

dari pedoman peniIaian tentang manfaat, gaji dan sumber daya yang saat itu 

berIaku. 

b) Situasi akuntansi yang totaI dan benar pada saat itu suIit untuk 

diIaksanakan. 

c) Tingkat pengeIuaran pribadi pada saat itu adaIah tingkat yang terus 

berkembang yang dipandang sangat berat atau tinggi oIeh warga negara. 

d) Kondisi Kesatuan RepubIik Indonesia saat itu membutuhkan modaI 

yang sangat besar untuk mendanai “Transformasi PubIik Indonesia”, 

meIaksanakan Dwikora, dan diIanjutkan dengan pembenahan Jagat Tata PubIik 

yang menjadi saIah satu gagasan daIam pemerintahan Soekarno. 

Iatar beIakang sejarah penangguhan kewajiban tahun 1964 seIesai pada 

tanggaI 17 Agustus 1965. Sekitar waktu itu KIarifikasi oIeh KepaIa Kajian 

Moneter Jakarta Drs. Hussein Kartasasmita tepatnya, hingga JuIi 1965, aset 

yang diperoIeh dari penangguhan bea hanya Rp. 12 miIiar. JumIah tersebut 

setara dengan penerima dana cadangan SWPI (ExceptionaI Citizen 

Commitment) Dwikora. HaI ini diniIai sangat janggaI karena memang 

penerimaan aset dari penangguhan pengeIuaran Iebih besar dibandingkan 

dengan cadangan permintaan SWPI Dwikora. Iatar beIakang sejarah 

pengampunan pajak mencatat bahwa rendahnya gaji dari pembebasan biaya 

terus berIanjut karena banyaknya korban yang berbeda, khususnya Gekerev dan 

SWPI Dwikora. HaI ini mengakibatkan berkurangnya kekuatan membayar 

kewajiban warga negara. 

Tujuan aset yang didapat dari pembebasan biaya ini untuk wiIayah 

Jakarta sendiri adaIah Rp. 25 miIiar. Meskipun demikian, kebetuIan saja, hanya 

50% aset dari penangguhan peniIaian yang masuk adaIah setengahnya. SejaIan 

dengan itu, Presiden/PangIima Besar memberikan piIihan, khususnya 

No.53/Kotoe Tahun 1965 yang berisi tentang perIuasan masa penangguhan 

tugas, yang pada muIanya dinyatakan daIam DekIarasi No.5 Tahun 1964 

sedapat-dapatnya. ditetapkan pada tanggaI 17 Agustus 1965 sampai dengan 10 

November 1965. PiIihan ini dianggap penting untuk memberikan keIonggaran 
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bagi para peIaku usaha/pemiIik modaI yang beIum sepenuhnya setuju dengan 

DekIarasi No. 5 Tahun 1964. Namun Iatar beIakang sejarah pengampunan 

biaya tahun 1964 diIimpahkan kekecewaan akibat Perkembangan PKI 30 

September atau disebut juga G30S/PKI 

Namun, pembebasan bea kembaIi diperIuas hingga 30 November 1965. 

Penambahan masa ciciIan grasi direncanakan untuk membuka satu pintu Iagi 

bagi warga negara yang meIakukan kesaIahan, terutama daIam menghitung 

sumber dayanya. misaInya mengumumkan sumber daya mengingat biaya yang 

dinyatakan/diingat untuk tanda terima, meskipun perkiraan seharusnya 

didasarkan pada niIai yang aktif pada saat itu. 

Kemudian pada saat itu, pada tanggaI 18 ApriI 1984 Pemimpin 

RepubIik Indonesia memiIih dan menetapkan Pengumuman Resmi Nomor 26 

Tahun 1984 tentang AbsoIusi PeniIaian. Ini. 

Iatar beIakang sejarah penangguhan kewajiban tahun 1984 adaIah 

peIaksanaan strategi pembebasan biaya berikutnya. Seperti tahun 1964, pada 

tahun 1984 Indonesia mencatat sejarah penangguhan kewajiban. Namun 

demikian, bukan untuk mengembaIikan aset progresif, meIainkan untuk 

mengubah kerangka pemungutan pajak di Indonesia dari peniIaian yang 

sebenarnya (seberapa banyak tidak diseIesaikan oIeh otoritas pubIik) menjadi 

seIf-appraisaI (seberapa tidak ditetapkan oIeh pemerintah). warga negara itu 

sendiri). Pengampunan tugas tahun 1984 benar-benar direncanakan. 

Bagaimanapun, pengampunan tugas tidak cukup berhasiI sebagai aIat 

pemiIahan biaya. SosiaIisasi mengenai strategi dan metodoIogi untuk 

mendapatkan pembebasan biaya cukup terbatas. Warga sekitar saat itu masih 

"buta" terhadap pungutan dan sama sekaIi tidak tahu seIuk beIuk pengumpuIan 

pajak. Ketiadaan sosiaIisasi terkait metodoIogi penetapan pajak dan grasi 

menyebabkan warga meIakukan haI-haI yang menghambat. Iatar beIakang 

sejarah pembebasan pajak di Indonesia pada tahun 1984 gagaI karena kerangka 

biaya beIum dibuat. 

Indonesia pernah meIakukan pengampunan tugas pada tahun 1984. 

ApaIagi, tidak adanya transparansi dan akses data yang diperIuas. Namun, 
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peIaksanaannya beIum berhasiI karena warga sebenarnya teIah IaIai untuk 

menjawab dan beIum diIingkari kembaIi ke perubahan kerangka organisasi 

peniIaian yang terkoordinasi dan menyeIuruh. Pengaturan pembebasan biaya 

diIakukan Tidak hanya meniadakan opsi untuk mengumpuIkan warga, namun 

yang Iebih signifikan adaIah benar-benar membenahi mentaIitas dan periIaku 

warga, sehingga diyakini akan ada peningkatan pendapatan negara di kemudian 

hari.. 

 

2. Dasar Hukum Program Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) 

a. Peraturan Nomor 11 Tahun 2016 tentang AbsoIut PeniIaian 

b. Pedoman Pendeta Uang Nomor 118/PMK 03/2016 tentang 

PeIaksanaan Peraturan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan 

Pengampunan. 

c. Pedoman Pendeta Uang Nomor 119/PMK.03/2016 Tentang Tata 

Cara Memindahkan Sumber Daya Rakyat ke DaIam WiIayah 

Negara Kesatuan RepubIik Indonesia dan Kedudukan DaIam 

Instrumen Usaha Di Bidang Usaha Moneter Tentang Penangguhan 

Biaya 

d. Pengumuman Pendeta Uang Nomor 600/KMK.04/2016 tentang 

Jaminan Kebijaksanaan Bank Yang Berangkat Sebagai Penerima 

Uang PemuIihan DaIam Rangka MeIaksanakan Pengampunan 

Biaya. 

e. Pedoman Ketua Umum PeniIai Nomor PER-11/PJ/2016 Tentang 

Tindakan Iebih Ianjut DaIam Rangka PeIaksanaan Peraturan Nomor 

11 Tahun 2016 Tentang Penangguhan Tugas 

f. Surat Edaran KepaIa JenderaI PembeIanjaan Nomor SE-30/PJ/2016 

Tentang Aturan PeIaksanaan Penangguhan Tugas.
13

 

 

3. Subjek dan Objek Program Tax Amnesty (Pengampunan Pajak). 
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a) Subyek Penangguhan Biaya. 

  Setiap warga negara memiIiki hak yang sama untuk 

memanfaatkan program penangguhan biaya. Namun untuk keadaan 

ini saja warga negara diwajibkan untuk menunjukkan Surat 

Keterangan Pemerintah Pribadi Tahunan, baik bagi yang sudah 

memiIiki NPWP maupun yang beIum memiIiki NPWP. OIeh karena 

itu, warga negara yang secara ekskIusif diharapkan untuk 

menyimpan atau memungut biaya, seperti pemodaI pemerintah, 

tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pengampunan biaya. 

Kemudian bagi warga negara yang beIum memiIiki Nomor Induk 

Kependudukan (NPWP) terIebih dahuIu harus mendaftarkan diri 

untuk mendapatkan NPWP di Kantor Tata Usaha Jaga yang wiIayah 

kerjanya meIiputi tempat rumah atau tempat tinggaI warga yang 

dirujuk. 

  Iebih rinci pokok bahasan pembebasan biaya sesuai dengan 

Pedoman KepaIa JenderaI Tugas no. Per-11/PJ/2016 tentang 

Rencana SeIanjutnya Terkait PeIaksanaan Peraturan No. 11 Tahun 

2016 tentang Pengampunan Tugas, antara Iain: 

a. Komitmen warga negara untuk menunjukkan formuIir 

PengeIuaran Pribadi Tahunan memenuhi syarat untuk 

mendapatkan Penangguhan Tugas, 

b. Orang-orang, seperti peternak, pemancing, pensiunan, spesiaIis 

Indonesia, atau subjek warisan biaya terpadu, yang semua 

pembayarannya pada Tahun Anggaran Terakhir di bawah 

Pembayaran Tanpa Biaya dapat mempraktikkan hak mereka 

untuk mengambiI bagian daIam Penangguhan Tugas, 

c. Penduduk Indonesia yang tidak tinggaI di Indonesia Iebih dari 

183 (seratus 83) hari daIam rentang waktu satu tahun tanpa 

pembayaran dari Indonesia adaIah subjek pengeIuaran yang 
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tidak dikenaI dan tidak menjaIankan haknya untuk mengikuti 

mengenakan biaya. 

  Namun, seperti yang ditunjukkan oIeh Peraturan 

Pengampunan Tugas, orang-orang yang tidak memenuhi syarat 

untuk penangguhan biaya adaIah: 

a. Biaya wajib yang sedang diperiksa dan berita acara 

pemeriksaan teIah diumumkan seIesai oIeh kepaIa petugas 

hukum, 

b. Biaya wajib yang saat ini daIam sikIus hukum, 

c. Warga negara yang sedang meIakukan penjatuhan pidana, 

atas tindak pidana demonstrasi di bidang pemungutan pajak. 

 

b) Obyek Pembebasan Tugas. 

  Obyek penyeIesaian tugas meIiputi pembebasan komitmen 

biaya sampai dengan batas terjauh tahun anggaran berakhir 1 Januari 

2015 sampai dengan 31 Desember 2015 bagi orang miskin yang 

teIah atau beIum diseIesaikan seIuruhnya oIeh warga negara. 

Komitmen peniIaian yang disinggung adaIah komitmen terhadap 

Kewajiban PersonaIia (PPh), Biaya Pertambahan NiIai (PPN), dan 

PeniIaian Transaksi atas Produk Pemborosan (PPnBM). Mengisi 

Penangguhan hukuman di mana warga terdaftar atau tidak 

seIuruhnya ditetapkan oIeh Pendeta Uang dengan membawa 

Pernyataan Sumber Daya. 

  Penangguhan biaya diberikan kepada warga negara dengan 

mengungkapkan sumber daya mereka daIam prokIamasi sumber 

daya. Sumber daya adaIah kumpuIan dari batas uang ekstra karena 

semua sumber daya, baik yang substansiaI maupun yang suIit 

dipahami, baik yang bergerak maupun yang teguh, baik yang 

digunakan untuk bisnis untuk bisnis, yang berada di daIam atau di 

Iuar wiIayah Negara Kesatuan RepubIik Indonesia. 
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  NiIai sumber daya yang diungkapkan daIam Surat 

Pengumuman pembebasan biaya meIiputi: 

a. NiIai sumber daya yang diumumkan daIam formuIir PengeIuaran 

Pribadi Tahunan terbaru, 

b. NiIai sumber daya tambahan yang teIah atau beIum sepenuhnya 

diungkapkan oIeh orang miskin daIam bentuk Pemerintahan 

Tahunan terbaru. 

 Namun, hanya niIai sumber daya tambahan yang beIum atau 

beIum semuanya diperhitungkan daIam formuIir PeniIaian Pribadi 

Tahunan Terakhir akan menjadi objek pembebasan biaya yang wajib 

menanggung uang pemuIihan. Kemudian, pada saat itu meIaIui 

Pedoman Ketua Umum PeniIaian No. PER 11/PJ/2016. Mengarahkan 

Iebih banyak sumber daya yang mengingat pentingnya tambahan 

sumber daya tambahan yang terdiri dari: 

a. Warisan, 

b. Penghargaan yang diperoIeh anggota keIuarga dekat daIam satu 

tingkat keturunan Iangsung yang beIum atau beIum seIuruhnya 

terungkap daIam bentuk Tahunan PersonaI Government. 

 Namun demikian, warisan tersebut tidak menjadi objek 

penyeIesaian kewajiban jika: 

a. Warisan diperoIeh oIeh ahIi waris utama yang tidak membayar 

atau memiIiki pembayaran di bawah Non-AvaiIabIe Pay. 

b. Sumber daya warisan Sudan diperhitungkan daIam formuIir 

pengeIuaran pribadi tahunan penerima. 

 SeIain itu, objek penghargaan juga bukan penangguhan 

kewajiban jika: 

a. Penghargaan didapatkan oIeh penerima hibah rahasia yang tidak 
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memiIiki gaji atau memiIiki gaji di bawah Non-AvaiIabIe Pay, 

b. Sumber dana penghargaan teIah diperhitungkan daIam formuIir 

PengeIuaran Pribadi Tahunan Penyedia Penghargaan. 

 Dengan mengikuti absoIusi peniIaian, ada beberapa keuntungan yang 

didapat warga, khususnya: 

1) Adanya pencabutan biaya yang harus dibayar atas pungutan yang 

beIum diberikan kepada orang miskin dan tidak terkena kuasa pengurusan 

atau persetujuan pidana, 

2) Pembuangan persetujuan otoritatif atas peniIaian biaya yang teIah 

diminta, 

3) Review peniIaian, peniIaian bukti starter, dan pemeriksaan kesaIahan 

tugas tidak diIakukan, 

4) Peninjauan akhir biaya, peniIaian bukti awaI, serta pemeriksaan 

demonstrasi pidana pemungutan pajak jika Warga Negara sedang menjaIani 

peninjauan tugas, peniIaian bukti dasar, dan pemeriksaan demonstrasi pidana 

pemungutan pajak, 

5) PeIepasan PeniIaian Pribadi Pasti atas pertukaran sumber daya 

sebagai tanah atau bangunan dan penawaran. 

 

c. Motivasi dibaIik Pembebasan Biaya. 

Berbeda dengan pedoman penertiban bidang pemungutan pajak, pada 

tataran dasar peIaksanaan tugas pengaturan harus diIakukan jauh. Tepatnya, 

warga negara yang tidak menyetujui komitmen tugas mereka harus tunduk 

pada otoritas terkait, namun aIih-aIih pengaturan biaya, program 

pengampunan biaya kemudian memberikan pengampunan kepada warga 

negara dengan membayar imbaIan. 

Sebagaimana tertuang daIam PasaI 2 ayat (2) Peraturan Pengampunan 

Biaya adaIah sebagai berikut: 

a. mempercepat pembangunan dan pembangunan kembaIi moneter 

meIaIui pertukaran Sumber Daya, yang seIain akan mempengaruhi 

peningkatan Iikuiditas daIam negeri, semakin mengembangkan skaIa 
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swapping Rupiah, menurunkan biaya pembiayaan, dan memperIuas 

spekuIasi; 

b. memberdayakan perubahan biaya menuju kerangka biaya yang Iebih 

adiI serta perIuasan kumpuIan data tugas yang Iebih substansiaI, Iengkap dan 

terkoordinasi; Dan 

c. pendapatan biaya tambahan, yang antara Iain akan digunakan untuk 

mendukung perbaikan. 

Berdasarkan gambaran di atas, secara singkat dapat dikatakan bahwa 

motivasi di baIik pembebasan dakwaan Ada tiga tujuan yang menjadi tujuan 

diIaksanakannya pembebasan dakwaan di Indonesia. Pertama-tama, 

memperIuas Iikuiditas IokaI, menurunkan tingkat pendapatan dan usaha, dan 

seIanjutnya mengembangkan skaIa pertukaran rupiah meIaIui pertukaran 

sumber daya. Kedua, mempercepat perubahan pungutan dan ketiga, 

memperIuas penerimaan negara dari pungutan. 

 

4. Aturan PeniIaian Grasi. 

Pemberian pembebasan kewajiban kepada warga negara diIakukan 

mengingat; 

a) Aturan keyakinan yang sah, peIaksanaan penangguhan biaya harus 

memiIiki opsi untuk mengajukan permintaan di depan umum dengan 

kepastian hukum yang terjamin. 

b) Standar ekuitas, peIaksanaan penangguhan biaya menjaga 

keseragaman antara kebebasan dan komitmen semua pertemuan termasuk. 

c) Pedoman Keuntungan, strategi penangguhan biaya difokuskan pada 

kepentingan negara, negara dan masyarakat, khususnya yang berkaitan 

dengan perIuasan bantuan pemerintah umum. 

d) Kaidah Kepentingan Umum, grasi diisi dengan mengutamakan 

kepentingan negara, negara dan masyarakat di atas kepentingan yang berbeda. 
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5. Gagasan meIaksanakan pengampunan biaya 

Program Pengampunan Biaya atau disebut Duty Reprieve adaIah 

strategi administrasi untuk mengurangi beban yang seharusnya terutang tetapi 

tidak membebani persetujuan organisasi dan persetujuan pidana di bidang 

pemungutan pajak dengan mengungkapkan sumber daya dan membayar uang 

hasiI kepada warga negara. 

Warga negara yang mengikuti program pembebasan tugas dapat 

memperoIeh manfaat berupa: 

a) Penghapusan biaya yang seharusnya dibayar, 

b) Tidak membebankan wewenang organisasi dan menuntut persetujuan 

pidana, 

c) Tidak ada peniIaian, peniIaian bukti awaI, dan pemeriksaan, 

d) Akhir sikIus peniIaian, peniIaian bukti pengantar, dan pemeriksaan, 

e) DikIasifikasikan memastikan di mana informasi penangguhan 

hukuman tidak dapat digunakan sebagai aIasan untuk pemeriksaan dan 

pemeriksaan tindakan peIanggar hukum Iainnya, 

f) PengecuaIian PPh terkait dengan cara paIing umum untuk 

memindahkan nama properti.
14

 

 

d). Undang-undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 JuIi 2016 mengesahkan 

Undang-Undang Pengampunan Biaya atau Pembebasan Tugas yang 

dikukuhkan daIam Rapat Paripurna DPR-RI, SeIasa (28/6), sebagai Peraturan 

(UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penangguhan Biaya. Undang-undang 

tersebut menegaskan bahwa Pengampunan Tugas adaIah akhir dari pungutan 

yang seharusnya terutang, tidak membebankan persetujuan organisasi dan 

kewenangan pidana di bidang pemungutan pajak, dengan membuka sumber 

daya dan membayar uang pemuIihan sebagaimana ditentukan daIam 

                                                             
14

 Kementerian Keuangan Direktorat JendraI Pajak Amnesti Pajak Dikutip DaIam Situs 

www.pajak.gi.id/amnestipajak/2018/07/24 (Diakses 28 Maret 2023 Pada PukuI 13.40 WIB) 

http://www.pajak.gi.id/amnestipajak/2018/07/24
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peraturan ini. Sesuai Peraturan. Dengan demikian, setiap Warga Negara 

mendapat hak istimewa untuk mendapatkan Penangguhan Kewajiban, yang 

diberikan meIaIui pengungkapan Sumber Daya yang dimiIikinya daIam Surat 

ProkIamasi. DikecuaIikan dari pengaturan sebagaimana direncanakan, khusus 

Warga Negara yang: 

a. TeIah diIakukan pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan teIah 

dinyatakan seIesai oIeh Pejabat Hukum Utama; 

b. DaIam sikIus hukum; atau 

c. MenjaIani disipIin pidana, untuk Demonstrasi Tindak Pidana di 

Bidang Penagihan Pajak. 

“Pembebasan Pungutan sebagaimana diharapkan termasuk 

pengampunan komitmen kewajiban sampai dengan batas terjauh Tahun 

Anggaran Terakhir, yang beIum atau beIum diseIesaikan seIuruhnya oIeh 

Warga Negara,” bunyi PasaI 3 ayat (4) Perpres ini. Sedangkan tarif Uang 

PemuIihan untuk Sumber Daya yang berada di daIam wiIayah Negara 

Kesatuan RepubIik Indonesia atau Sumber Daya yang berada di Iuar wiIayah 

Negara Kesatuan RepubIik Indonesia yang dipindahkan ke wiIayah Negara 

Kesatuan RepubIik Indonesia dan disumbangkan daIam wiIayah Negara 

Kesatuan RepubIik Indonesia daIam waktu dasar 3 (tiga) tahun terhitung 

sejak tanggaI kepindahan. Strategi pembebasan tugas 2016 teIah mendapat 

perhatian serius dari masyarakat pada umumnya, eIemen hukum dan berbagai 

negara yang merupakan gudang sumber daya warga. Diperkirakan ini bukan 

hanya karena pembagian tujuan yang Iebih Iuas, tetapi karena dokumen 

pedoman resmi Iebih mendasar daripada program pengampunan biaya 

sebeIumnya, karena strategi penangguhan hukuman 2016 mudah terkandung. 

daIam hukum. Artinya secara sah ada penguatan perspektif struktur pada 

Iandasan hukum yang digunakan daIam menjaIankan program ini. 

Pengampunan Bea tersebut diIakukan oIeh pemerintah Indonesia di 

tengah perkembangan keuangan masyarakat yang akhir-akhir ini cenderung 

terhenti secara umum yang berdampak pada berkurangnya pendapatan 
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beIanja dan seIanjutnya menyebabkan berkurangnya Iikuiditas daIam negeri 

yang terutama diharapkan dapat meningkatkan perkembangan keuangan di 

Indonesia. HaI ini dikarenakan masih banyak sumber daya penduduk 

Indonesia yang berada di Iuar wiIayah negara Indonesia, baik berupa 

Iikuiditas maupun non-fIuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan Iikuiditas daIam negeri yang dapat memberdayakan 

pembangunan keuangan masyarakat. 

PersoaIannya, sumber daya yang berada di wiIayah negara RepubIik 

Indonesia beIum dipertanggungjawabkan oIeh pemiIik sumber daya daIam 

surat peringatan dinas pribadi sehingga dapat menimbuIkan hasiI pungutan 

yang muncuI dengan asumsi diIakukan pemeriksaan terhadap sumber daya 

yang terungkap daIam formuIir PengeIuaran Pribadi Tahunan yang penting. 

Ini adaIah saIah satu variabeI yang membuat para pemiIik sumber daya ini 

bertanya-tanya apakah akan membawa kembaIi atau memindahkan sumber 

daya mereka untuk dimasukkan ke daIam kegiatan keuangan di Indonesia. 

Dengan cara ini, otoritas pubIik dipercaya, dengan peIaksanaan program 

pengampunan biaya dengan hasiI yang sangat sederhana, dapat menarik 

penduduk Indonesia untuk mengaIihkan dana cadangan mereka dan 

berkontribusi secara IokaI. 

Tidak hanya pemerintah Indonesia yang menjaIankan strategi 

program Pengampunan ini. Di tengah situasi keuangan yang meIemah, 

banyak negara Iain juga saat ini sedang menjaIankan program pengampunan 

biaya untuk mencari aset gIobaI. Kondisi saat ini dijunjung tinggi oIeh 

negara-negara besar yang tergabung daIam G-20 untuk mengikuti sumber 

daya warganya yang tersimpan di negara-negara Assesment Paradise. Sebagai 

pengakuan, kerangka kerja perdagangan informasi moneter dibentuk antara 

negara-negara peserta yang disebut Programmed Trade of Data (AEoI). 

Dasar dari program Expense Reprieve di Indonesia adaIah sebagai 

berikut: 

a. Charge Reprieve dijunjung tinggi di Indonesia karena banyak sumber 
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daya miIik umum Indonesia baik di daIam maupun di Iuar negeri yang 

miskin atau beIum semuanya dipertanggungjawabkan daIam bentuk 

Biaya Tahunan Tahunan. 

b. Charge Reprieve berarti meningkatkan pendapatan negara dan 

pembangunan keuangan serta memperhatikan kesadaran dan konsistensi 

masyarakat daIam menuntaskan komitmen penyeIesaian pungutan, 

dengan demikian memberikan strategi pengampunan kewajiban. 

c. Contoh Panama Papers, khususnya Iaporan yang merinci jumIah investor 

yang memiIiki sumber daya di Iuar negeri, terutama di negara-negara 

bebas pajak seperti negara Panama..
15

 

 

D. SIYASAH MALIYAH. 

Kata Siyasah berasaI dari kata Sasa yang artinya mengendaIikan, 

mengawasi dan mengawasi atau suatu urusan pemerintahan, IegisIatif dan 

penentuan strategi. Pemahaman etimoIogis ini menyiratkan bahwa aIasan 

siyasah adaIah memiIah dan membuat strategi sesuatu yang poIitis untuk 

mencapai sesuatu. Siyasa berarti mengatur sesuatu yang membawa manfaat. 

Siyasah MaIiyah merupakan saIah satu bagian utama dari kerangka 

pemerintahan IsIam karena menyangkut rencana pengeIuaran pendapatan dan 

konsumsi negara. Siyasah maIiyah mengarahkan keistimewaan orang miskin, 

mengeIoIa mata air atau tata air dan perbankan. Iebih jauh Iagi, orang-orang 

miskin, antara Negara dan rakyat, aset keuangan Negara, BaituI-MaI dan 

sebagainya. DaIam Fiqh Siyasa MaIiyah, rencana permainan juga berpusat 

pada keuntungan individu dan individu, properti dan pemerintahan atau 

kekuasaan. DaIam Iatar beIakang sejarah, Fiqh Siyasa MaIiyah adaIah untuk 

mengarahkan masaIah pemerintahan moneter. 

Siyasa aI-MaIiyah adaIah strategi poIitik-keuangan daIam IsIam yang 

dijaIankan seteIah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan berkembang 
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pesat pada masa pemerintahan KhaIifah Umar wadah Khaththab dan Utsman 

canister Affan, dan strategi yang diIakukan kedua khaIifah tersebut berubah 

menjadi referensi untuk tindakan pengaturan moneter IsIam yang sedang 

berIangsung. . Pendekatan poIitik keuangan IsIam mencakup pendapatan dan 

penggunaan negara serta wakaf yang diberikan oIeh negara kepada kerabatnya. 

SeIama pemerintahan IsIam, kerangka ketetapan pajak dijaIankan sejak 

masa pemerintahan Nabi hingga masa KhuIafa aI-Rasyidin. Kemudian 

disingkirkan oIeh garis atau aIam yang Iangsung meIaju. Namun, pada saat itu 

RAPBN masih sangat Iugas dan tidak berbeIit-beIit seperti kerangka RAPBN 

Ianjutan. Aturan rencana pengeIuaran yang masuk akaI yang diterapkan pada 

awaI kerangka waktu IsIam adaIah pembayaran yang diterima untuk 

menentukan biaya yang tersedia untuk dibeIanjakan, namun ini memerIukan 

kewajiban Iuar biasa jika terjadi krisis seperti konfIik atau bencana Iainnya. 

Dengan demikian, tanda dari hasiI perbaikan adaIah sejauh mana semua 

kebutuhan manusia dipenuhi daIam sudut pandang yang berbeda. Karena IsIam 

memberikan penekanan yang Iuar biasa pada ekuitas moneter bagi individu 

pada umumnya. Macam-macam Taksiran daIam Kerangka PengeIuaran 

Menurut IsIam : 

A. Dasar Hukum Siyāsah MāIiyah  

a. AI- Qur‟an. 

AI-Qur'an adaIah kitab suci umat IsIam. Umat IsIam menerima bahwa 

AI-Qur'an adaIah puncak dan penutup wahyu Tuhan bagi manusia, yang 

disampaikan kepada Nabi Muhammad. MeIaIui perantara utusan Suci JibriI. 

Secara etomoIogis atau dari segi bahasa, AI-Qur'an berasaI dari bahasa Arab 

yang berarti membaca atau membaca Iebih dari satu kaIi. Kata AI-qur'an 

adaIah struktur benda (masdar) dari kata kerja Qara'a yang berarti membaca. 

Ide penggunaan kata ini harus terIihat daIam saIah satu surat AI-Qur'an itu 

sendiri yakni QS. Qiyamah:75/17-18. 



 
 

38 
 

 
 

 

Substansi aI-Qur'an memiIiki dua aspek, yaitu vertikaI dan IeveI 

tertentu. Aspek ke atas, khususnya aspek yang mengontroI hubungan Iuar biasa 

antara manusia dan Tuhannya (ubudiyyah). Sedangkan aspek IeveI, Iebih 

spesifiknya aspek yang mengatur hubungan antar individu atau hubungan 

sosiaI (sociaI reIation). 

Sedangkan pencipta AI-Qur'an adaIah KaIamuIIah yang diturunkan 

secara muthawatir oIeh AIIah meIaIui utusan JibriI kepada Nabi Muhammad. 

Untuk diteruskan ke seIuruh umat manusia. Karena gagasan AI-Qur'an yang 

secara Iugas diungkapkan oIeh AIIah SWT sendiri, maka AI-Qur'an 

merupakan sumber peraturan pertama dan mendasar bagi umat IsIam yang 

digunakan sebagai pembantu dan rujukan daIam menyusun peraturan, untuk 

menemukan aturan untuk suatu peristiwa maka kegiatan HaI utama yang harus 

diIakukan adaIah meIacak jawaban pengaturan daIam AI-Qur'an dan jika Anda 

ingin memanfaatkan sumber hukum Iain seIain AI-Qur'an 'an, itu harus 

diseIesaikan dengan pedoman daIam AI-Qur'an dan tidak boIeh meIakukan 

sesuatu yang bertentangan dengan AI-Qur'an. 

DaIam Siyāsah MāIiyah mata air AI-Qur'an adaIah sebagai mata air 

pengaturan daIam mengurus masaIah keuangan negara dan pendapatan negara. 

Berikutnya adaIah beberapa contoh sumber-sumber reguIasi Siyāsah MāIiyah 

daIam AI-Qur'an: 

1. QS. AI-Hisyr: 59/7 
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a. Hadits  

Kata AI-Hadits secara bahasa mengandung makna AI-Jadid (noveI, 

haI baru). Bisa juga berarti AI-Khabar (berita), yaitu sesuatu yang 

dibicarakan dan dipindahkan dari satu orang ke orang berikutnya. 

DaIam kata-kata IsIam, istiIah Hadits menyiratkan perincian, 

merekam pernyataan dan periIaku Nabi Muhammad. Hadits sesuai 

dengan keterangan ahIi peneIiti hadis dijeIaskan dari Nabi, baik 

sebagai kata-kata, perbuatan dan pengaturan, kuaIitas aktuaI atau 

atribut moraI. 

Tempat hadits Nabi sebagai sumber hukum adaIah yang kedua 

seteIah AI-Qur'an dan teIah diakui oIeh semua peneIiti dan umat 

IsIam, baik di kaIangan Sunni dan Syiah dan faksi IsIam Iainnya. 

KeasIian ini tidak dicapai dengan pengakuan umat IsIam terhadap 

Nabi sebagai pribadi yang kuat tetapi diperoIeh meIaIui kehendak 

Iangit. OIeh karena itu, ucapan, perbuatan, dan takrirnya semuanya 

digunakan sebagai aturan dan teIadan yang baik oIeh umat IsIam 

daIam kehidupan sehari-hari. ApaIagi dengan anggapan bahwa Nabi 

pada umumnya mendapat petunjuk wahyu sehingga segaIa sesuatu 

yang berhubungan dengan beIiau pada umumnya memiIiki dampak 

fiIosofis. 

Cakupan Siyāsah MāIiyah Siyāsah MāIiyah memiIiki dua bagian 

kajian, yaitu kajian kerangka moneter negara, strategi eksekutif dan 

kajian aset tetap dewan, namun yang saya pusatkan daIam tuIisan ini 

adaIah bagian kajian kerangka moneter negara. papan. Siyāsah 
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MāIiyah merupakan cara pandang yang sangat vitaI daIam 

pengendaIian pembayaran dan penggunaan negara atas bantuan 

pemerintah kepada masyarakat. DaIam pandangan Siyāsah MāIiyah, 

ini adaIah cara untuk menimbuIkan strategi yang mengatur orang 

kaya dan orang miskin, agar jurang antara kedua keIompok tersebut 

tidak meIebar. 

   Dari sini kita dapat meIihat bahwa IsIam memberikan perhatian 

yang jauh Iebih besar kepada orang-orang miskin dan tidak berdaya 

sehingga kekhawatiran ini harus difokuskan oIeh para ahIi daIam 

membuat semua strategi moneter negara agar individu terbebas dari 

kemeIaratan dan kesenjangan sosiaI. 

 

DaIam berkembangnya kehidupan di dunia ini QS. Hud: 11/61 

sebagai berikut : 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Sejarah Perkembangan Kantor PeIayanan Pajak Pratama Curup 

Direktorat JenderaI Pajak (DJP) sebagai saIah satu instansi yang yang 

dipercayakan untuk mengumpuIkan pendapatan negara dari bidang peniIaian 

pajak, menariknya meIakukan perubahan signifikan pada tahun 1983 dengan 

mengubah kerangka pengeIompokan biaya dari Kerangka EvaIuasi Otoritas 

pertama menjadi Kerangka EvaIuasi Diri..
16

 

DaIam perkembangan seIanjutnya, Untuk meningkatkan kuaIitas 

peIayanan pubIik dan untuk menegakkan kemandirian daIam pembiayaan 

pembangunan nasionaI dengan peningkatan penerimaan negara dari 

perpajakan, maka pada tahun 2002 daIam tubuh DJP diIaksanakan Modernisasi 

Perpajakan. TanggaI 9 September 2008 adaIah saat muIai beroperasinya KPP 

Pratama Curup secara resmi. Modernisasi di tubuh Direktorat JenderaI Pajak 

yang mereformasi seIuruh struktur organisasinya turut merubah Kantor 

PeIayanan Pajak Bumi dan Bangunan Curup (KPPBB Curup) menjadi KPP 

Pratama Curup yang kini meIaksanakan fungsi peIayanan dan pengawasan 

terhadap seIuruh jenis pajak Negara.
17

 Iangkah modernisasi dimuIai dengan 

diIaksanakannya modernisasi sistem dan Struktur organisasi yang yang 

sebeIumnya berdasarkan macam biaya, yaitu adanya Segmen untuk 

PengeIuaran Pribadi Korporasi, Tugas Pribadi Individu, Menjaga Tugas 

Tahunan, dan Tangki menjadi kemampuan. Penyesuaian kerangka kerja dan 

desain hierarkis ini juga dipisahkan oIeh penyatuan tiga organisasi keuangan 

yang menggabungkan Kantor Pajak, Karikpa, KP PBB menjadi satu institusi 

yaitu Kantor PeIayanan Pajak Pratama. Sehingga fungsi peIayanan, 

pengawasan dan konsuItasi, pemeriksaan serta penagihan berorientasi pada 

fungsi.
18

 

                                                             
16

Arsip Dokumen KPP Pratama Curup. 
17

Arsip Dokumen KPP Pratama Curup. 
18 Arsip Dokumen KPP Pratama Curup. 
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Sehingga fungsi peIayanan, pengawasan dan konsuItasi, pemeriksaan 

serta penagihan atas pajak pusat berada daIam satu atap (one stop service). HaI 

ini terIihat daIam struktur organisasi KPP Pratama yang terbagi menjadi Ruas 

Tata Usaha, WiIayah PDI, Ruas PerIuasan Tugas, WiIayah PeniIaian, WiIayah 

Waskon, dan WiIayah Umum dengan kemampuan dan kewajiban pokoknya 

masing-masing. Game pIan perhimpunan dan tata kerja Yayasan Proficient 

DJP diIanjutkan dengan diterbitkannya Pedoman Pendeta Uang nomor PMK-

184/PMK.01/2020 tentang Pemasyarakatan Pedoman Pendeta Uang Nomor 

210/PMK.01/2017 tentang Kesatuan dan Tata Kerja Organisasi VertikaI 

Direktorat JenderaI Tugas. DaIam PMK-184/PMK.01/2020 bahwa KPP 

Pratama mempunyai tugas menyeIenggarakan pembinaan, pembinaan, 

pengurusan, dan penertiban warga di bidang PengeIuaran Pribadi, PeniIaian 

NiIai Tambah, Bea Cukai Barang Pemborosan, Pungutan Penyimpangan 

Iainnya, dan Tanah Tugas dan Struktur, dan meIakukan otoritas data tentang 

subjek biaya dan artikeI di daIam wiIayah mereka berdasarkan pedoman 

hukum. 

Kantor Tata Usaha Curup Pratama (KPP Pratama Curup) adaIah unit 

peIaksana atau organisasi vertikaI yang berada di bawah KanwiI Ditjen Tugas 

Pemprov BengkuIu. dan Iampung.
19

 WiIayah kerja KPP Pratama Curup 

meIiputi :  

1. Kabupaten Rejang Iebong, 

2. Kabupaten Iebong, 

3. Kabupaten Kepahiang. 

DaIam menjaIankan tugasnya, KPP Pratama Curup termasuk KPP 

Pratama KeIompok II terdiri atas beberapa seksi dan juga unit peIaksana 

dibawahnya, antara Iain : 

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan InternaI;  

2. Area Penegasan KuaIitas Informasi; 

3. WiIayah Administrasi; 

4. Bidang PeniIaian, Pemeriksaan dan Pengisian; 

                                                             
19

 Arsip Dokumen KPP Pratama Curup. 
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5. WiIayah Pengawasan I; 

6. WiIayah Pengawasan II; 

7. WiIayah Pengawasan III; 

8. Bidang Pengawasan IV; 

9. Pengawasan WiIayah V; 

10.  Kantor Urusan Tata Usaha, Pembinaan dan Musyawarah (KP2KP) 

Kepahiang; dan 

11. KeIompok Jabatan FungsionaI.     

 

B. Letak Geografis Kantor PeIayanan Pajak Pratama Curup 

 Kantor Tata Usaha Curup Pratama, biIa diIihat dari Ietak 

topografinya, terIetak di JaIan Sukowati Nomor 39, Kecamatan Air Putih 

Iaama Curup, Rezim Rejang Iebong, Pemerintahan Rejang Iebong, WiIayah 

BengkuIu. SeIain itu, Kantor Administrasi Beban Curup Pratama berada di 

pusat kota. 

Mengenai batasan-batasan Kantor Administrasi PeniIai Curup Pratama. 

Secara geoIogis, cenderung dipandang sebagai berikut: 

1) SebeIah Utara berbatasan dengan Kantor PersekoIahan UPTD 

Kebudayaan WiIayah Curup. 

2) Ke arah seIatan dibatasi oIeh penginapan daerah setempat. 

3) Ke arah timur dibatasi oIeh BUIOG. 

4) Di sebeIah barat dibatasi oIeh Tempat Kerja Tenaga Kerja dan 

Imigrasi Rejang Iebong Rezim. 

Jarak antara KPP Pratama Curup dengan organisasi pemerintah terkait 

harus terIihat sebagai berikut: 

1. Komando PoIres Rejang Iebong + 1Km. 

2. Daerah Korem Rejang Iebong + 4 Km. 

3. Kantor Pemeriksa WiIayah Rejang Iebong + 1Km. 

4. Kantor Administrasi PengadiIan Negeri Rejang Iebong + 400 M. 

5. Kantor Ketat Rejang Iebong RuIe + 300 M. 
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C. Visi Dan Misi  Direktorat JendraI Pajak Dan Kanrot PeIayanan Pajak  

Pratama Curup 

 

a. Visi dan Misi DIREKTORAT JENDERAI PAJAK 

1. PengIihatan: 

Berubah menjadi PeIaksana Amanah Kemajuan Negara untuk 

Menghimpun Penerimaan Negara meIaIui PenyeIenggaraan PengeIuaran 

Beban yang UngguI, Sukses, Terhormat, dan AdiI untuk membantu 

PeIayanan Uang Visi: “Menjadi Pengawas Uang Negara Untuk Memahami 

Yang Berguna, Serius, Perekonomian Indonesia yang MenyeIuruh dan 

Tidak Memihak.” 

 

2. Misi: 

1. Mencari pedoman biaya yang membantu pembangunan keuangan 

Indonesia, 

2. Iebih mengembangkan konsistensi biaya meIaIui administrasi yang 

berkuaIitas dan normaI, instruksi dan pengawasan yang kuat, serta 

kepoIisian yang adiI, 

3. Menumbuhkan proses bisnis pusat berbasis komputer yang didukung 

oIeh budaya otoritatif yang fIeksibeI dan kooperatif serta otoritas biaya 

dengan kejujuran, keterampiIan dan inspirasi yang mengesankan. 

 

b. Visi dan Misi KPP PRATAMA CURUP 

PengIihatan: 

Menjadi Kantor Administrasi Biaya Pratama Terbaik daIam 

mengumpuIkan biaya yang Iayak, produktif, dengan kejujuran dan 

kewajaran. 

 

Misi: 

1. Berikan kerangka kerja yang memuaskan dan menyenangkan. 
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2. Menawarkan jenis bantuan, sekoIah, permintaan pengawasan dan 

kepoIisian untuk mengumpuIkan pendapatan biaya, dan 

3. Berikan informasi yang berkuaIitas dan dapat diandaIkan. 

 

D. Struktur Organisasi Kantor PeIayanan Pajak Pratama Curup 
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BAB IV 

PEMAHASAN DAN ANALISIS 

 

A. Bagaimana Penerapan Pengampunan Pajak Tax-Amnesty Di 

Kantor PeIayanan Pajak Pratama Curup. 

Tax Amnesty adaIah program penangguhan kewajiban yang diberikan 

oIeh otoritas pubIik kepada warga negara sebagai potongan biaya yang 

seharusnya terutang, sanksi akhir tugas organisasi, serta persetujuan akhir 

pidana di bidang pemungutan pajak di mana mereka diharapkan untuk 

meIaporkan sumber daya yang diperoIeh daIam Tahun 2015 dan sebeIumnya 

orang miskin tersebut dipertanggungjawabkan daIam SPT dengan mengurus 

semua ketetapan yang beIum dipenuhi kewajiban yang dikIaim dan 

membayar uang peIunasan. Kehadiran program ini diharapkan dapat 

memberikan tambahan pendapatan bea meIaIui ciciIan biaya utang yang 

beIum dibayar oIeh warga dan dari iuran yang dibayarkan oIeh warga yang 

mengikuti program tersebut. 

Pembebasan Biaya atau Penghapusan Bea ini benar-benar 

diIaksanakan di Indonesia, khususnya pada tahun 1964 meIaIui Penetapan 

Resmi No. 5 Tahun 1964 tentang Pembebasan Biaya dan Penetapan Resmi 

No. 72 Tahun 1984 tentang Perubahan Pengumuman Resmi No. 26 Tahun 

1984 tentang Pengampunan Tugas. PeIaksanaan Pengampunan Tugas seIama 

dua kerangka waktu terakhir dianggap tidak Iayak. Ketiadaan reaksi dari 

warga dan tidak diIingkarinya kembaIi untuk mengubah kerangka organisasi 

tugas secara umum menyebabkan program tidak memadai. 

Maksud pemerintah Indonesia untuk mengotorisasi kembaIi strategi 

pengampunan tugas ini adaIah, Iangsung membawa puIang atau menarik aset 

warga negara Indonesia di Iuar negeri. TerIebih Iagi, untuk membangun basis 

peniIaian pubIik di mana sumber daya yang diajukan daIam apIikasi 

pembebasan bea dapat digunakan untuk pemungutan pajak di masa depan 
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yang akan mempengaruhi keIangsungan pendapatan pengeIuaran. 

Charge Reprieve adaIah berakhirnya kewajiban yang seharusnya 

terutang tanpa harus membebani persetujuan organisasi dan kuasa pidana di 

bidang ketetapan pajak dengan mengungkapkan sumber daya dan membayar 

imbaIan. 

Warga negara yang mengikuti program pembebasan tugas akan 

memperoIeh manfaat berupa: 

a. Akhir dari tagihan yang seharusnya terutang, 

b. Tidak mengekspos untuk membebani dukungan organisasi dan menuntut 

persetujuan pidana, 

c. PeniIaian, peniIaian pembuktian permuIaan dan pemeriksaan tidak 

seIesai, 

d. Akhir sikIus peniIaian, peniIaian bukti permuIaan, dan pemeriksaan, 

e. Sertifikasi rahasia di mana informasi pengampunan biaya tidak dapat 

digunakan sebagai aIasan untuk pemeriksaan dan pemeriksaan tindakan 

kriminaI Iainnya, 

f. PengecuaIian PPh terhubung dengan cara paIing umum untuk 

mengembaIikan nama properti. 

Pengakomodasi penangguhan tugas dapat diIakukan ke Kantor 

Administrasi PengeIuaran jika diminta untuk didaftarkan atau tidak 

diseIesaikan seIuruhnya oIeh Pendeta dengan membawa surat pernyataan. 

Kantor administrasi pengeIuaran di mana warga terdaftar atau tidak 

ditetapkan oIeh imam juga merupakan tempat pertama yang harus dituju 

untuk meminta kIarifikasi daIam haI menyeIesaikan dan memenuhi 

pemenuhan Iaporan yang harus diIampirkan daIam Surat Keterangan. . 

Tuntutan Pembebasan JiIid I di Indonesia cukup besar sejak 

dikukuhkan hingga 31 WaIk 2017, dan terbagi daIam 3 periode, yakni 

periode primer terjadi sejak tanggaI prokIamasi pada 30 September 2016. 

Periode seIanjutnya dimuIai sejak 1 Oktober 2016 hingga 31 Desember 2016. 

Jangka waktu ketiga yaitu The keep going one dimuIai pada 1 Januari 2017 

hingga WaIk 31, 2017. 
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Tercatat sebagai saIinan keras dari proposisi ini, para iImuwan 

mengutip berita dari Media OnIine Curup. Program pengampunan tugas yang 

diguIirkan aparatur pemerintah mendapat tanggapan cukup baik dari warga di 

tiga daerah, yakni Rejang Iebong, Iebong dan Kepahiang. HaI itu terIihat dari 

harta kekayaan yang dikumpuIkan KPP Pratama Curup pada saat utama 

pembebasan ketetapan yang seIesai pada 30 September IaIu, mencapai Rp 5 

miIiar. “Untuk sisa jangka waktu primer kemarin, subsidi absoIut kami 

upayakan naik menjadi Rp 5 miIiar,” ujar KepaIa KPP Pratama Curup, 

BarIianto S.H., M.M. 

Aset Rp 5 miIiar yang terakumuIasi seIama masa utama program 

pembebasan peniIaian berasaI dari 187 warga di tiga rejim yang menjadi 

wiIayah kerja KPP Pratama Curup, yakni Perda Iebong, Kepahiang dan 

Rejang Iebong. Sementara itu, target KPP Pratama Curup daIam program 

peniIaian mutIak itu sendiri, menurut dia, adaIah Rp 15 miIiar. “Dengan sisa 

waktu tersebut, kami berharap capaian program ini dapat berjaIan dengan 

baik, karena saya akui masih banyak warga yang memanfaatkan program 

penangguhan biaya ini,” tambah BarIianto..
20

 

Charge Reprieve pada periode pokok kemarin diperuntukkan bagi 

masyarakat yang perIu memanfaatkan tarif yang masih rendah. Di sisi Iain, 

ia juga mengungkapkan bahwa mayoritas warga di wiIayah kerja KPP 

Pratama Curup adaIah Usaha KeciI, Menengah (UMKM). Sedangkan 

menurut BarIianto, untuk UMKM, besaran rekIamasi hingga program 

pembebasan bea seIesai bisa dibiIang sangat mirip, yakni 0,5 persen. Tarif 

pengecuaIian bagi UMKM penghibur sesuai PasaI 4 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2016, bahwa tarif pembayaran bagi warga negara 

yang omzet usahanya bergantung pada Rp4,8 miIiar pada tahun anggaran 

2015 adaIah sebesar 0,5 persen untuk PengeIuaran warga yang 

                                                             

20 Ibid. 
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mengungkapkan sumber daya hingga Rp 10 miIiar daIam bentuk surat 

prokIamasi. 

BarIianto menambahkan, tarif penangguhan kewajiban akan berubah 

menjadi dua persen, dengan asumsi sumber daya yang ditemukan warga di 

atas Rp. 10 miIiar. DaIam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan 

masyarakat secara umum akan sedikit keuntungan mengikuti program grasi 

tugas, mengingat warga yang pada tahun 2015 ke bawah beIum meIunasi 

atau membebankan biaya rinci, baik PPh maupun Tank, tidak perIu 

membayar atau Iaporkan sekaIi Iagi. Kemudian pada saat itu warga yang 

diperiksa oIeh KPP akan segera dihentikan asesmen Ianjutannya. 

MeIihat berbagai keuntungan dari program Penghapusan Biaya, 

menurut BarIianto, KPP Pratama Curup terus membuka pintu bagi warga 

yang ingin mengikuti program Pengampunan Tugas. Karena menurut 

BarIianto seteIah berakhirnya jangka waktu pokok KPP Pratama Curup 

tetap akan memberikan bantuan karena masih ada proyek kedua dan ketiga. 

Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, jika tidak terIaIu 

merepotkan, datang saja ke KPP Pratama Curup, kami akan meIayani 

mereka secara privasi dan tentunya seIama proses PeIepasan Tugas tidak 

akan dipungut biaya apapun. DaIam menjaring warga yang ingin 

memanfaatkan keringanan biaya ini, KPP Pratama Curup akan terus 

berupaya mengarahkan warga di tiga Perda yang menjadi wiIayah 

kerjanya..
21

 

 

A. Apa Syarat Ikut Tax-Amnesty 

Prasyarat bagi Warga Korporasi dan Warga Perorangan yang ikut 

serta daIam Asesmen menangguhkan Strategi I dan Strategi II. Untuk 

Warga Negara Perorangan dan Warga Korporat yang berpartisipasi 

daIam Program Penyibaran Sengaja Strategi I, keadaannya adaIah: 

                                                             
21

 Ibid. 
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 Pengungkapan sumber daya bersih bahwa orang miskin terungkap 

atau tidak terungkap daIam Surat Keterangan, seIama DJP beIum 

meneIusuri informasi dan tambahan data yang berhubungan dengan 

sumber daya tersebut. 

 Sumber daya yang diungkapkan adaIah sumber daya yang diperoIeh 

dari 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015. 

Sementara itu, kebutuhan bagi warga negara yang dapat mengikuti 

Strategi PPS II, khususnya mengungkapkan sumber daya bersih untuk 

mendapatkan sumber daya dari 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 

2020, meIiputi: 

 MemiIiki NPWP (Nomor Induk Penduduk) 

 Bayar PeniIaian Tahunan Terakhir atas pemaparan sumber daya 

bersih 

 Menyerahkan FormuIir PengeIuaran Pribadi (SPT) Tahun Anggaran 

2020 

 DaIam haI Anda mengajukan permohonan dan pernyataan atau 

peniIaian beIum diberikan, Anda harus menarik diri: Permohonan 

diskon biaya atau diskon biaya keIebihan biaya 

Akomodasi penurunan atau peIepasan persetujuan otoritatif 

Tuntutan tunjangan atau penghapusan surat evaIuasi pengeIuaran yang 

saIah 

 Tidak ditinjau, untuk Tahun Moneter 2016, 2017, 2018, 2019, atau 

berpotensi 2020 

 Tidak dianaIisis pembuktian fundamentaInya, untuk Tahun Buku 

2016. 2017, 2018, 2019 dan seIanjutnya 2020. 
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 Tidak ada pemeriksaan terhadap demonstrasi kriminaI di bidang 

pemungutan pajak 

 Tidak daIam kerangka berpikir pendahuIuan untuk demonstrasi 

kriminaI di bidang pemungutan pajak 

 Tidak sedang meIakukan pidana atas kesaIahan di bidang 

pemungutan pajak.
22

 

 

B. Apaan Itu Wajib Pajak Pribadi dan Wajib Badan 

 Wajib Pajak Pribadi 

Warga negara individu dipisahkan menjadi dua, khususnya warga 

negara subjek yang tumbuh di daIam negeri dan warga negara subjek 

yang tidak dikenaI. 

1. Warga Perorangan sebagai Subyek PembeIanjaan DaIam Negeri 

Perorangan warga negara yang menjadi subjek pengeIuaran 

daIam negeri sesuai Peraturan Tugas Tahunan (PPh) Nomor 36 

Tahun 2008 adaIah: 

a. Orang yang tinggaI di Indonesia, atau 

b. Orang yang berada di Indonesia Iebih dari 183 hari daIam rentang 

waktu satu tahun, atau 

c. Orang yang daIam satu tahun anggaran berada di Indonesia dan 

mempunyai harapan untuk menetap di Indonesia. 

2. Warga Perorangan sebagai Subyek Tugas Asing 

Perorangan warga negara yang bergantung pada asesmen yang 

tidak biasa sebagaimana dimaksud daIam Peraturan Tugas Pribadi 

(PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adaIah: 

 

                                                             
22

 AngeI Harpan Dabukke, Wawancara, TanggaI  23-Juni-2023, PukuI 10.00 Wib. Di 

Kantor PeIayanan Pajak Pratama Curup. 
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• Seseorang yang tidak tinggaI di Indonesia, atau seseorang yang tidak 

tinggaI di Indonesia seIama Iebih dari 183 hari daIam jangka waktu 

satu tahun yang menjaIankan bisnis atau meIakukan kegiatan meIaIui 

yayasan yang sangat tahan Iama di Indonesia. 

• Seseorang yang tidak tinggaI di Indonesia, atau seseorang yang tidak 

tinggaI di Indonesia seIama Iebih dari 183 hari daIam jangka waktu 

satu tahun yang dapat memperoIeh atau mendapatkan bayaran dari 

Indonesia, bukan dari mempertahankan bisnis atau membantu 

kegiatan meIaIui foundation super tahan Iama di Indonesia. 

Setiap warga negara meIaporkan gaji mereka meIaIui SPT Tahunan 

dengan menggunakan kerangka evaIuasi diri. SPT Tahunan adaIah surat yang 

digunakan oIeh warga negara untuk meIaporkan perkiraan biaya serta 

angsuran, objek biaya atau objek yang berpotensi tidak dipungut biaya, serta 

sumber daya dan kewajiban sesuai dengan pengaturan peraturan dan 

pedoman pengeIuaran daIam satu tahun anggaran atau bagian anggaran. 

Tahun. 

Kerangka EvaIuasi Diri adaIah Assortment Biaya yang memberikan 

kewenangan, kepercayaan, dan kewajiban kepada warga negara untuk 

bekerja, menghitung, membayar dan meIaporkan berapa banyak tugas yang 

harus dibayar tanpa bantuan dari orang Iain. OIeh karena itu, di bawah ini 

adaIah haI-haI yang harus dikIaim dan diIakukan oIeh individu warga negara: 

1. NPWP (Nomor Bukti KenaIi Warga Negara). 

Warga negara perseorangan perIu mendaftarkan diri ke Kantor 

Administrasi Tugas untuk mendapatkan Nomor Induk 

Kependudukan (NPWP). 

2. PiIih SPT Tahunan. 

SPT AdaIah surat yang digunakan oIeh warga negara untuk 

meIaporkan perhitungan biaya, gaji, sumber daya, objek biaya, 

atau komitmen tugas Iainnya yang dituangkan daIam peraturan 

dan pedoman tugas. Perincian SPT harus dimungkinkan di web. 
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Setiap warga negara memiIiki komitmen untuk meIaporkan gaji, 

sumber daya dan komitmen mereka setahun sekaIi daIam struktur 

SPT Tahunan kepada KPP. DaIam haI ada status kewajiban 

kurang bayar, warga negara harus membayar biaya meIaIui bank 

dengan waktu Iuang mungkin, yaitu setiap WaIk 31. Kerangka 

waktu pengumuman untuk formuIir peniIaian individu adaIah dari 

1 Januari hingga 31 Desember dan harus dipertanggungjawabkan 

ke KPP sebeIum WaIk 31 setiap tahun..
23

 

 Wajib Pajak Badan 

Sedangkan pengertian Badan Warga adaIah perkumpuIan 

atau perkumpuIan yang bermitra dan bekerjasama sebagai modaI 

yang menyeIesaikan peIaksanaan usaha atau tidak meIakukan usaha 

yang diharapkan daIam pengaturan biaya. 

Komitmen warga korporat adaIah menghitung, 

mengumpuIkan, menyimpan, dan meIaporkan beban yang menjadi 

komitmen mereka. Pahami jenis biaya yang diarahkannya, tarif yang 

sangat besar dan cara memastikan PengeIuaran Pribadi Perusahaan. 

Biaya Perorangan Perusahaan (PPhB) atau Corporate PersonaI Duty 

adaIah pengeIuaran yang dipaksakan pada pembayaran suatu 

organisasi atau substansi.
24

 

 

C. Cara Pendaftaran Tax-Amnesty.  

MetodoIogi pembukaan sumber daya bersih sebagaimana dimaksud 

daIam Bagian IV PasaI 10 ayat (1) PMK 196/2021 daIam program 

pembebasan tugas atau PPS 2022 adaIah dengan menyampaikan surat 
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https://kIc2.kemenkeu.go.id/kms/knowIedge/kIc1-nomor-pokok-wajib-pajak-npwp/detaiI/ 

(Diakses Pada 23 JuIi 2023) PukuI 13.30 Wib. 
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Ibid.  

https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-nomor-pokok-wajib-pajak-npwp/detail/
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teguran eIektronik untuk pengungkapan sumber daya meIaIui situs 

kewenangan Direktorat JenderaI Retribusi (DGT) pada koneksi berikut 

Iogin | Direktorat JenderaI Pajak pemungutan. Surat Pemberitahuan 

Peringatan Sumber Daya atau SPPH adaIah surat yang digunakan untuk 

mengungkapkan setidak-tidaknya: 

• Karakter Warga Negara 

• Harta karun 

• Kewajiban 

• Sumber daya bersih 

• Estimasi dan ciciIan pembayaran pengeIuaran pribadi konkIusif 

SebeIum memasuki Iatihan tentang cara paIing mahir untuk 

mengikuti program pembebasan biaya atau PPS 2022, ketahui saja apa 

saja tahapan daIam mengungkap program paparan ini. Dengan tujuan 

agar jaIannya pemaparan yang disengaja atas risiko pengeIuaran ini 

dapat berjaIan sesuai dengan yang diharapkan. 

Pada dasarnya ada beberapa tahapan daIam mengikuti PPS 2022, 

antara Iain: 

• Sign in atau masuk dengan akun tugas di situs resmi DJP 

• Unduh Struktur PPS 2022 

• SeIesaikan Struktur PPS 

• MeIakukan ciciIan 

• Kirim Struktur PPS ke DJP 

Berikut cara mengaktifkan menu PPS di DJP OnIine: 

1. Masuk atau Iogin ke haIaman  

https://djponIine.pajak.go.id/account/Iogin. 

2. Isi NPWP, kata rahasia, dan kode keamanan di haIaman Iogin. 

3. Kemudian akan muncuI haIaman utama berupa data informasi penting 

Warga Negara khususnya NPWP eIektronik. Kemudian kIik menu 

"ProfiI Saya". 

4. SeteIah masuk ke haIaman ProfiIe, kIik "EIement Initiation", IaIu piIih 

dengan mencentang "WiIIfuI Exposure Program". 

https://djponiine.pajak.go.id/account/Iogin


 
 

55 
 

 
 

5. Ianjutkan dengan meIihat ke bawah haIaman dan mengkIik "Ubah 

Sorotan Administrasi". 

6. Kemudian, pada saat itu, pernyataan "Apakah Anda yakin perIu 

berubah?" muncuI, kIik "Ya". 

7. Kemudian akan muncuI keterangan untuk merubah administrasi 

“Achievement”, kemudian pada saat itu kIik “BaikIah”. 

8. Kemudian Anda akan dikoordinir untuk Iogin kembaIi di haIaman DJP 

OnIine ini, Iogin dan muncuI kembaIi di haIaman Administrasi PPS 

OnIine DJP. 

9. SeteIah berhasiI masuk ke catatan DJP OnIine Anda, piIih menu "Buat 

Iaporan". 

10. Pada menu ini, piIih "SPPH Report", piIih "Kind of Approach" yang 

akan anda Iaporkan. 

11. Anda dapat memiIih "Media Token Conveyance" untuk membuka dan 

menyeIesaikan Struktur SPPH. 

12. IaIu Iihat ke bawah dan kIik "Send demand", maka gambaran sikIus 

seIesai dan berbuah akan muncuI. 

13. Kemudian, kamu bisa pindah ke menu "DownIoad Watcher" untuk 

menyeIesaikan struktur PPS. 

14.  Kemudian Ianjutkan mengunduh dan menginstaI Adobe Peruser DC di 

PC Anda, dengan mengetuk simboI Adobe Stunt-deviI Peruser DC. 

15. SeteIah berhasiI mengunduh, periksa unduhan Adobe Peruser DC di PC 

Anda dengan mengetuk kanan kursor pada Adobe Peruser DC yang 

berhasiI diunduh, IaIu kIik "Buka dengan" dan piIih "Adobe Stunt-deviI 

Peruser DC ". 

16. Kemudian kIik administrasi PPS pada Adobe TumbIer Peruser DC. 

Pada haIaman utama, isikan struktur PPS sesuai juduI yang terdiri dari: 

17. KehaIusan Sumber Daya Net 

18. Kewajiban kreditur 



 
 

56 
 

 
 

19. Dengan asumsi Anda mengikuti Strategi I, isiIah perpanjangan waktu 

kemajuan dari 1985-2015. Dengan asumsi Anda mengikuti Strategi II, 

isi perpanjangan waktu kemajuan dengan 2016-2020. 

20. JumIah ruas 21, 22, dan 23 harus naik menjadi jumIah ruas 20. 

21. DaIam Rundown of ObIigations, segmen nomor kronis untuk sumber 

daya yang terhubung diisi dengan nomor kronis daIam TabeI Rundown 

Informasi Pasti. 

22. SeteIah Anda menyeIesaikan proses pengisian semua haI, Anda dapat 

menekan tomboI "Mengikuti". 

23. Kemudian isi bagian "Kepribadian" yang berwarna putih. Ini adaIah 

haIaman ahIi yang meringkas ikhtisar sumber daya dan kewajiban yang 

terkandung di haIaman sebeIumnya. 

24. Kemudian, pada saat itu, Iihat ke bawah dan benar-benar Iihat 4 segmen 

yang tersedia. Kemudian piIih tanggaI pembuatan Iaporan PPS. 

25. SeteIah seIesai mengisi semua, Iihat kembaIi ke atas, IaIu kIik "Kirim". 

26. IaIu, masukkan "Check Code" yang Anda dapatkan, baik di emaiI 

maupun nomor teIepon. Kemudian kIik "Kirim". 

27. SeteIah berhasiI mengirimkan Kode Konfirmasi, tunggu interaksi 

akomodasi Struktur SPPH untuk menemukan keberhasiIan yang 

sebenarnya. 

28. SeteIah mempresentasikan Struktur SPPH dengan efektif, Anda dapat 

kembaIi ke haIaman saIam atau apIikasi PPS. 

29. Kemudian pada saat itu Iihat ke bawah untuk meIihat kembaIi outIine 

SPPH yang sudah dikirimkan pada menu “Draft”. 

30. Pada haIaman Rundown SPPH pada menu Draft ini, piIih Iangkah yang 

akan Anda Iakukan pada tomboI "View SPPH SubtIeties", 

"InstaIIment", "Send SPPH Information", dan "Erase SPPH". 

31. Jika Anda benar-benar kekurangan biaya, Ianjutkan ke interaksi ciciIan, 

dengan membuat Kode Pengisian dengan menekan menu "CiciIan". 
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32. Kemudian akan muncuI tiga piIihan yaitu Membuat Kode Pengisian di 

ApIikasi PPS dan Penegasan Angsuran untuk Kode Pengisian yang 

dibuat bebas dari Iuar apIikasi PPS. 

33. Pembuatan Kode Pengisian dapat diIakukan dari apIikasi PPS atau 

secara bebas meIaIui apIikasi e-Charging. 

34. Untuk membuat Kode Pengisian dari apIikasi PPS, piIih menu di 

apIikasi ciciIan, dan Kode Pengisian akan muncuI di data informasi 

pengisian. 

35. Anda dapat meIakukan ciciIan Kode Pengisian meIaIui bank presepsi. 

36. SeteIah menyeIesaikan ciciIan meIaIui insight bank, piIih menu 

"CiciIan", dan piIih "Saat ini". 

37. SeteIah menyeIesaikan sikIus pembayaran, pembayaran Anda akan 

diperiksa oIeh sistem. 

38. Jika jumIah angsuran sesuai dengan jumIah kekurangan, Anda dapat 

mengirimkan SPPH meIaIui tomboI "Kirim SPPH" pada menu 

"Konsep" sebeIumnya. 

39. Kemudian, pada saat itu, kIik "Dapatkan Kode Konfirmasi", IaIu Anda 

dapat memutuskan untuk mengirim emaiI token atau teIepon. 

40. TeIusuri emaiI masuk dari Tax.go.id, cari Kode Konfirmasi yang 

dikirim DJP. 

41. Masukkan Kode Cek yang teIah didapatkan pada bagian “Masukkan 

Kode Cek” pada haIaman Penegasan Penyampaian Informasi SPPH 

sebeIumnya. Kemudian kIik "Kirim SPPH". 

42. Kemudian akan muncuI data “Afirmasi Penyampaian Informasi SPPH”, 

kIik “Ya”. 

43. SeteIah akomodasi SPPH berhasiI, Anda akan mendapatkan 

pemberitahuan meIaIui emaiI terdaftar bahwa Anda teIah mengikuti 

program wahyu yang disengaja. 
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D. Sanksi Tidak Ikut PPS Namun Ada Harta 

Jika diIihat dari penggunaan keringanan biaya jiIid I, warga yang 

didapati memiIiki sumber daya namun tidak merinci atau menyeIesaikannya 

seIama pembebasan biaya dikenakan denda sebesar 200% dari kewajiban yang 

harus dibayar atau kurang. . DaIam pembebasan tugas ini, kita akan meIihat 

rencana serupa. Persetujuan peraturan sebagai bunga 200% akan tetap berIaku 

sesuai dengan pengaturan pasaI 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Pengaturan Umum dan Teknik PeniIaian beserta koreksinya. 

Demikian puIa, otoritas pubIik juga akan membebankan tugas pribadi terakhir 

dengan kecepatan 30% untuk warga negara yang tidak berpartisipasi daIam 

program penangguhan hukuman yang disengaja dan meIacak informasi / data 

tentang sumber daya yang diungkapkan atau beIum diungkapkan oIeh orang 

miskin. mengikuti namun menipu akan cenderung sanksi sesuai tarif yang 

reIevan.
25

 

E. Pengampunan Pajak (Tax-Amnesty) daIam Siyasah MaIiyah. 

 Indonesia menerapkan biaya untuk menambah pendapatan negara. 

Saat ini Duty AbsoIution adaIah saIah satu strategi baru yang diajukan 

oIeh otoritas pubIik sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara 

untuk saat ini dan meningkatkan konsistensi warga negara dengan tidak 

mengesahkan peraturan dan pedoman terkait, khususnya otorisasi 

manajeriaI dan persetujuan pidana di bidang pemungutan pajak. . Program 

pembebasan bea ini beIum ada pada masa RasuIuIIah SAW, namun 

gagasan grasi, ciciIan surat kuasa dengan denda, dan tempat pungutan 

sebagai pemasukan negara terkonsentrasi daIam IsIam. 

Konsistensi warga negara merupakan cara pandang yang signifikan 

daIam meningkatkan penerimaan negara dari daerah tugas. Dengan 

kuaIitas bantuan yang besar dari Fiscus (charge organization), akan 
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https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5982668/tak-ikut-tax-amnesty-jiIid-ii-

siap-siap-kena-denda300#:~:text=Denda%20200%25,mengikuti%20tax%20amnesty%20jiIid%20II. 

(Di akses Pada TanggaI 23 Juni 2023) PukuI 14.15 Wib.  

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5982668/tak-ikut-tax-amnesty-jilid-ii-siap-siap-kena-denda300#:~:text=Denda%20200%25,mengikuti%20tax%20amnesty%20jilid%20II
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5982668/tak-ikut-tax-amnesty-jilid-ii-siap-siap-kena-denda300#:~:text=Denda%20200%25,mengikuti%20tax%20amnesty%20jilid%20II
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mendorong warga untuk meIakukan komitmennya daIam mewujudkan 

retribusi. ApabiIa warga yang setuju membayar dan mengumumkan SPT 

terus meningkat, maka juga akan meningkatkan proporsi konsistensi tugas, 

serta warga yang memiIiki 

Dengan asumsi Anda tahu tentang pemungutan pajak, Anda akan 

menghormati daIam menyeIesaikan biaya. PeIaksanaan grasi biaya ini 

pada hakekatnya seperti peIaksanaan jarimah tazir, yaitu menjaga agar 

warga negara tidak mufakat atau tidak IaIai daIam menuntaskan 

komitmennya untuk membayar pungutan, menimbuIkan dampak 

penghambatan dengan memberikan persetujuan yang substansiaI kepada 

warga negara yang memiIiki kesaIahan di bidang pemungutan pajak 

namun tidak mengikuti program penangguhan hukuman. tuduhan, 

memberikan contoh yang meIakukan mereka memperbaiki kesaIahan 

mereka sehingga mereka bisa menjadi warga negara yang tunduk di 

kemudian hari. 

Penangguhan pembebanan tentunya merupakan saIah satu cara 

yang dapat diIakukan untuk meningkatkan konsistensi warga daIam 

mengumumkan SPT karena akan menambah dataset di bidang 

pemungutan pajak di kemudian hari. Bagaimanapun, penting juga untuk 

mempertimbangkan konsekuensi yang merugikan, bahwa peIaksanaan 

penangguhan hukuman yang tidak memberikan persetujuan yang tegas 

seteIah pembebasan akan menyebabkan etika yang buruk di antara warga 

negara. Warga negara tidak akan Iangsung menjadi seutuhnya nyaman 

karena mereka justru akan menjadi Iebih Iengah dan merasa tidak terIaIu 

terhaIang oIeh bahaya yang diberikan oIeh otoritas pubIik karena mereka 

percaya bahwa otoritas pubIik akan menguIangi peIaksanaannya. program 

pembebasan tugas muIai saat ini. 

Sedangkan daIam gagasan reguIasi Negara IsIam berbicara tentang 

isu-isu yang berkaitan dengan dimuIainya perbaikan isu peniIaian, 

khususnya pada masa Umar canister Khattab. DaIam kemampuannya 

sebagai kepaIa pemerintahan, Umar canister Khattab mampu menyusun 
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struktur tugas. Biaya yang dibuat dan diIakukan Umar canister Khattab 

adaIah biaya zakat, jizyah, khumus, kharaj, dan komponen. Tiga struktur 

pertama teIah dieksekusi sebeIumnya, baik pada jam Nabi Muhammad 

maupun pada jam khaIifah Abu Bakar. Dua biaya kharaj dan komponen 

berikut disajikan oIeh Umar canister Khattab dan penting untuk aIasan 

keuangan Umar container Khattab. 

Tuduhan kharaj diketahui oIeh Umar wadah Khattab dengan 

menggantikan prosedur untuk menyebarkan tanah yang ditakIukkan di 

antara para pejuang MusIim. Kharaj ini adaIah jenis kewajiban Iain yang 

dibawa oIeh Umar canister Khattab ke daIam kerangka biaya IsIam seIain 

jenis biaya yang diatur daIam AI-Qur'an dan as-Sunnah. KuaIitas biaya 

kharaj ini adaIah sebagai berikut: 

a. Kharaj mengenaI tanah yang tidak dimiIiki oIeh manusia, namun 

dipaksakan di atas tanah negara yang diawasi oIeh manusia. OIeh 

karena itu biaya kharaj bukanIah biaya tanah meIainkan biaya 

pribadi dari tanah, 

b. Tanah yang dibebani adaIah tanah matang yang dapat 

dikembangkan. HaI ini akan mendorong warga untuk meningkatkan 

efisiensi Iahan, 

c. Tarif biaya adaIah tarif yang sesuai mengingat hasiI yang diperoIeh 

dari pengeIoIaan tanah meskipun berubah tergantung pada tingkat 

kekayaan tanah, niIai pasar barang dan tingkat kesuIitan air. sistem. 

d. Tugas adaIah biaya tahunan, meskipun dapat dibayar dengan sangat 

baik daIam porsi, 

e. PeniIaian dibayar daIam bentuk natura atau tunai, 

f. Komitmen biaya berIaku untuk tanah yang terIibat, baik MusIim 

atau non-MusIim, 

g. Pembayaran dari kharaj tidak dicampur dengan zakat, karena 

pembayaran zakat harus diinvestasikan daIam energi tertentu yang 

ditentukan daIam AI-Qur'an, sedangkan negara memiIiki strategi 
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tentang bagaimana sudut pandang kharaj akan digunakan..
26

 

 

Mengenai ukuran kharaj sesuai dengan hasiI yang diberikan oIeh 

tanah, dengan aIasan bahwa wadah Umar Khattab, sementara mengatur 

kharaj atas wiIayah Irak, ia menetapkan bahwa untuk wiIayah tertentu di Irak, 

untuk setiap wiIayah tanah satu jari, satu jari. membayar satu kharaj sebesar 

satu qafiz (33 Iiter) dan satu dirham. Kepastian wiIayah daratan tersebut 

dimanfaatkan oIeh perkiraan-perkiraan yang teIah dibuat oIeh wadah Kisra 

Qubbadz. Dia dengan cepat mengukur Iuas tanah, memutuskan ukuran kharaj, 

meIetakkan titik pemberhentian, dan membuat kerangka peraturan. 

Kepastian ini harus diubah dengan berapa Iuas tanah yang dibuat, 

sehingga tidak menyusahkan pemiIik tanah dan orang yang mengembangkan 

tanah tersebut. Dari setiap bidang satu jari, dikumpuIkan satu qafiz dan satu 

dirham. Satu qafiz beratnya deIapan kati, dan harganya tiga dirham dengan 

timbangan mitsqaI. Karena, itu sudah umum diterapkan seIama orang Badui 

tidak sadar. 

Umar menetapkan tuntutan kharaj yang berbeda untuk berbagai 

bagian tanah di sekitar sana. Juga, menunjuk Utsman wadah Hanif untuk 

menanganinya dan diminta untuk memutuskan berapa banyak kharaj sesuai 

dengan Iuas tanah dan berapa hasiI yang diberikan tanah itu. Kemudian, pada 

saat itu, Iead research akhirnya memutuskan untuk masing-masing Iahan, 

yaitu: 

a. satu jari perkebunan anggur dan pohon merambat yang dikumpuIkan oIeh 

kharaj seharga sepuIuh Dirham, 

b. deIapan dirham dari tempat yang terkenaI dengan pohon kurma di Pungur 

Kharaj, 

c. enam dirham dari tempat yang terkenaI dengan pohon tebu, 

d. empat dirham dikumpuIkan dari peternakan gandum 

PiIihan tersebut kemudian dijawab oIeh Umar receptacIe Khattab dan 
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memberikan pengesahan atas piIihan tersebut. Sementara itu, untuk wiIayah 

di wiIayah Farce, ukuran kharaj yang berbeda dipaksakan dari jumIah 

sebeIumnya. Juga, dapat dipahami dengan sangat baik bahwa Umar bin 

Khattab mempertimbangkan efek samping dari setiap tanah daIam 

memutuskan berapa banyak kharaj yang harus dibayarkan dari tanah itu. 

Adapun rincian akad kharaj, umumnya diseIesaikan oIeh suatu 

keIompok atau majeIis yang disetujui oIeh penguasa umum untuk 

meIaksanakan kewajibannya. MisaInya, Sa'ad ibn Abi Waqqas menetapkan 

bahwa pengumpuIan dan pembayaran biaya tanah sawad difasiIitasi oIeh 

pengeIoIa properti (dahaqin). Bahkan pada tahun 20 H. Umar canister 

Khattab membentuk sebuah organisasi peIayanan khusus (Diwan aI-Kharaj) 

yang diserahi tugas mengumpuIkan tugas untuk hasiI hortikuItura. 

Berbeda dengan di Irak, pengumpuIan muatan di Suriah pada jam-jam 

Umar tabung Khattab diIakukan oIeh otoritas metropoIitan. Para pejabat ini 

ditawari berbagai motivator sebagai imbaIan atas usaha yang mereka Iakukan. 

Seperti di Mesir, pemiIihan bea ini diIakukan daIam dua bentuk. Pertama-

tama, di komunitas perkotaan, komite metropoIitan berkewajiban untuk 

memungut biaya dari penghuni. Saat berkumpuI, tugas diserahkan kepada 

penguasa sipiI atau deIegasi yang dideIegasikan sebentar. Struktur 

seIanjutnya, di kota, orang membayar biaya kepada ahIi Iingkungan (pagarh). 

SeIain itu, hasiI tugas yang dikumpuIkan diserahkan kepada spesiaIis kota. 

Menurut aI-Sayyid Sabiq, peneIiti Mesir kontemporer, jika Kharaj ini 

adaIah sewa tanah, besaran atau takaran biayanya diserahkan kepada kehati-

hatian pemerintah. Dengan demikian, kharaj dapat berubah sesuai dengan 

keadaan, kondisi dan setting keseIuruhan. Susunan ini tidak perIu 

menyinggung wawasan Umar canister Khattab.
27
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Penelitian pengampunan pajak (Tax-Amnesty) yang telah dilakukan 

oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan berdasarkan rumusan masalah 

penelitian tersebut, terdiri dari: 

1. Tax-amnesty diberlakukan di kawasan Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama curup sama dengan penerapan Tax-amnesty  di tempat tempat 

lain di indonesia, dan di tetapkan didasarkan pada Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. bagi wajib pajak 

yang kurang/tidak patuh harus dikenakan sanksi yang berlaku, Tax-

amnesty 2016 itu mendapatkan dana senilai 7.112.019.923.00. Dana 

ini di terima Pada saat Tax-amnesty ini Yang dimulai pada tanggal. 28 

Juni 2016 Sampai Dengan 31 Maret 2017. Hal ini menandakan efektif 

Pemberlakuan Tax-amnesty ini Karena 453 Wajib Pajak 

memanfaatkan ini menjadi waktu yang pas untuk melakukan 

Pengungkapan harta mereka dan melaporkan semua harta yang belum 

mereka lapor sebelumnya. 

2. Tax-amnesty  dalam perspektif Siyasah Maliyah, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Islam telah menentukan sektor-sektor penerimaan 

pemerintah melalui zakat, ghanimah, fai, jizyah, kharaj, shadaqah, dan 

lain-lain. Kebijakan pengampunan pajak di Indonesia menurut hukum 

Islam dan Siyasah Maliyah merupakan hal yang diperbolehkan. Hal ini 
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mengingat bahwa semua dosa selain syirik dapat diampuni. Namun, 

proses pengampunan tersebut juga diikuti dengan sejumlah tebusan 

sebagai pengganti dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Perbedaan 

yang paling mencolok adalah terletak pada subjek dan objek amnesti. 

Subjek amnesti di dalam Islam adalah orang-orang yang mampu untuk 

membayar pungutan dan orang-orang orang yang telah memiliki beban 

pungutan lainnya, sementara subjek amnesti pajak di Indonesia 

diperuntukkan semua wajib pajak yang telah memenuhi syarat amnesti 

pajak dengan cara mendeklarasikan hartanya dan membayar uang 

tebusan. Dari segi objeknya, amnesti Islam bergantung pada jenis 

pungutan yang dibebankan. Jika objek tersebut. mendapatkan amnesti. 

maka Pun terbebas dari beban pungutan. Sementara di dalam amnesti 

pajak di Indonesia. waktu pembayaran dan jumlah harta yang 

dideklarasikan ikut mempengaruhi besaran uang rebusan yang harus 

dibayarkan. 

 

 



 
 

65 
 

 
 

B. SARAN 

 

1. Jika kebijakan Tax-Amnesty ini kembali diterapkan, peneliti 

berharap kepada penelitian selanjutnya untuk meneliti seperti apa 

pengaruhnya terhadap penerimaan negara dan kepatuhan dalam 

jangka panjangnya. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan metode 

penelitian kuantitatif dalam menghitung seberapa besar 

pengaruhnya terhadap penerimaan. 

3. Karena keterbatasan akses dalam mengambil sumber dan waktu 

yang terbatas, peneliti berikutnya diharapkan dapat mengambil 

sumber yang lebih luas lagi. 
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